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 Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang “Pandangan PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur Terhadap 
Poligami (Studi Komparatif)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 
permasalahan yang pertama Bagaimana Pandangan PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur Terhadap 
kebolehan poligami. Kedua, Bagaimana dasar hukum pandangan PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap 
kebolehan poligami. Ketiga, Apa persamaan dan perbedaan pandangan PW 
‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
terhadap kebolehan poligami. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang digunakan 
dalam penelitian ini, diperoleh dari PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur melalui proses interview. Sumber data 
dari penelitian ini hanya menggunakan satu sumber yakni sumber primer. Apabila 
data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis data secara 
kualitatif yaitu dengan mempelajari beberapa faktor yang ada dalam hasil 
wawancara dengan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan 
Keluarga LDII Jawa Timur kemudian memilah pandangan-pandangan kedua 
organisasi ini dan dasar hukumnya dengan analisis studi komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
Pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah berpendapat bahwa kebolehan 
poligami hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat darurat, dan harus 
mengikuti syarat-syarat berpoligami terutama adil tetapi sulit sehingga lebih baik 
tidak berpoligami. Sedangkan menurut PW’ Kesejahteraan Keluarga LDII 
berpendapat bahwa poligami merupakan suatu ajaran dari Rasulullah SAW. 
Selain itu poligami diperbolehkan dalam QS an-Nisa ayat 3, sehingga jika tidak 
mengizinkan untuk berpoligami sama saja tidak mempercayai al-Qur’an. 
 Banyak terjadinya poligami yang berujung tidak harmonis untuk itu bagi 
pembaca agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar mengenai 
hakikat poligami yang sebenarnya agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman yang 
disyariatkan dalam hukum Islam. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang sering 
diperbincangkan dalam masyarakat Indonesia karena mengundang 
pandangan yang kontroversial.1 Poligami adalah istilah perkawinan 
dengan lebih dari satu pasangan dan bisa juga diartikan sebagai 
perkawinan dengan lebih dari satu orang istri. Kebalikan dari poligami 
adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan 
suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya 
monogini, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu istri.2 
Menurut sejarah, poligami sebenarnya sudah meluas sebelum Islam 
sendiri datang. Bangsa- bangsa yang juga menjalankan poligami yaitu 
Ibrani, Arab Jahiliyah, Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia, Jerman, 
Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris.3 
Dalam berpoligami ini bukanlah wajib dan bukan sunnah pula, 
tetapi oleh Islam di bolehkan (mubah) seperti yang di isyaratkan dalam 
QS an-Nisa [4]:3  
 
                                                          
1Siti Musdah Mulia,Islam Menggugat Poligami,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2004), 43. 
2Musdah Mulia,Pandangan Islam Tentang Poligami,(Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan 
Jender,1999), 2. 
3Sayyid Sabiq,Fikih Sunnah Jilid 6 ,(Bandung:PT Alma’arif,1990), 169. 



































                          
                               
      
 
”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 
Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, 
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim”4 
 
(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak 
yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula 
tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini (maka 
kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-wanita itu bagi 
kamu dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh 
lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara 
mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) 
yang kamu kawini (atau) hendaklah kamu batasi pada (hamba sahaya yang 
menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-
istri lainnya. (Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau 
seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya (lebih dekat) kepada (tidak 
berbuat aniaya) atau berlaku lalim.5 Poligami diizinkan oleh al-Qur’an dengan 
syarat dapat berlaku adil terhadap semua istri. Bila seseorang tidak bisa berlaku 
                                                          
4Arij Abdurrahman As-Sanan,Memahami Keadilan Dalam Poligami,(Jakarta:PT.Globalmedia 
Cipta Publishing,2003), 32. 
5Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta: Cahaya Quran,2011), 77 



































adil, maka ia tidak berhak menggunakan izin bersyarat ini. Dalam ayat ini 
mengizinkan berpoligami tetapi memperingatkan kembali bahwa seorang laki-
laki yang takut tidak dapat berlaku adil harus puas dengan seorang istri saja.6 
Berbicara mengenai keadilan, al-Qur’an telah menjelaskan bahwa bila kita 
menggunakan perasaan saja, maka itu di luar kemampuan manusia untuk dapat 
berlaku adil dalam hal ini. Beristri lebih dari satu juga bukan merupakan 
kewajiban baginya. Tetapi, yang wajib dilakukannya adalah berlaku adil dalam 
hal biaya hidup, hubungan sosial dan hubungan seksual di antara istri-istrinya. 
Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat dan batasan tertentu 
baik jumlah maksimal maupun persyaratan-persyaratannya. Dalam Undang-
Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 dan 5 dan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55-pasal 59 yang menjelaskan bahwa 
poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mengenai prosedur dan 
tata cara berpoligami dalam UU No.1 tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 
(1) yang berisi “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. 
Pengadilan juga akan mengabulkan apabila suami diberi izin oleh istri seperti 
dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) yakni “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang 
apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat 
                                                          
6Abul A’la Maududi,Fazl Ahmed,Pedoman Perkawinan Dalam Islam,(Jakarta:Darul Ulum 
Press,1987), 27. 



































cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat 
melahirkan keturunan”. 
Adapun syarat-syarat berpoligami menurut UU No.1 tahun 1974 dalam 
pasal 5 ayat (1) Dalam KHI pasal 58 juga berbunyi: 
“Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-
syarat berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri 
b.  Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 
dan anak-anak mereka 
 Dalam pasal 58 ayat (2) yakni “Dengan tidak mengurangi ketentuan 
pasal 41 huruf b  Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau 
istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah 
ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri 
pada sidang Pengadilan Agama”. Maksud dalam syarat berpoligami yang salah 
satunya adalah mempunyai persetujuan dari istri/istri-istri dijelaskan dalam pasal 
4 ayat (2) yang juga dijelaskan dalam KHI pasal 58 ayat (3) yakni “ Persetujuan 
yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang 
suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak 
dapat mejadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya 
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang 
perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”. Jika dalam Pengadilan istri 
tidak menyetujui izin berpoligami maka istri atau suami dapat mengajukan 
banding atau kasasi seperti di atur dalam KHI Pasal 59 yakni berisi “ Dalam hal 
istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristri lebih dari 
satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) 
dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah 
memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan 
Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding 
atau kasasi”.7 
 
Adapun jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat-
syaratnya tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Syarat berpoligami dalam 
KHI Bab IX tentang Beristri Lebih Satu Orang dalam Pasal 55 berisi: 
                                                          
7Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Akademika Pressindo,2010), 126-
127. 



































1. Bersitri lebih dan satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas 
hanya sampai empat orang istri 
2. Syarat utama bersitri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya 
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 
dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang 
 
Syarat-syarat berpoligami juga dijelaskan dalam Pasal 56 yang berisi “1. 
Suami yang hendak bersitri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 
Pengadilan Agama, 2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan 
Pemerintah No.9 Tahun 1975, 3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, 
ketiga atau keempat tanpa izin istri Pengadilan Agama, tidak mempunyai 
kekuatan hukum”. Syarat selanjutnya yakni Pengadilan Agama hanya 
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 
apabila istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat 
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan 
keturunan seeperti dijelaskan dalam pasal 57.   
Secara umum penafsiran ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits mengenai 
poligami dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama 
berpendapat bahwa poligami ini merupakan perbuatan yang mengikuti Sunnah 
Rasulullah SAW yang mana jika kita melakukannya maka akan mendapat pahala. 
Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang 
melaksanakannya. Lebih dari itu, poligami “dijadikan alat ukur keimanan 



































seseorang“.8 Menurut kelompok kedua, poligami tidak dianjurkan melainkan 
diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Seperti contoh, seorang suami dapat 
mengamalkan poligami untuk menghindari terjadinya perzinahan, jika istri 
mengalami sakit atau mandul sehingga istri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai istri. Menurut kelompok ketiga, poligami ini tidak dapat 
dilakukan di masa kini. Karena menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh 
Nabi Muhammad SAW karena kondisi tertentu pada zamannya, yaitu zaman 
perang dimana pada zaman itu banyak mujahid atau suami yang meninggal di 
medan perang sehingga banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi, 
sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nisa [4]:3 bahwa poligami memiliki batas 
jumlah istri yang boleh dikawini. Ketidakmampuan laki-laki selain Nabi 
Muhammad SAW untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dijelaskan oleh 
kelompok ini.9 
‘Aisyiyah merupakan bagian dari Persyerikatan Muhammadiyah, yang 
kini telah menjadi Organisasi Islam Perempuan tertua di Indonesia. ‘Aisyiyah 
adalah satu-satunya organisasi perempuan yang ada sebelum kemerdekaan. 
‘Aisyiyah sudah berdiri sejak tahun 1917. Warga ‘Aisyiyah terdiri dari gadis-
gadis remaja, di samping juga ibu-ibu muda yang sudah berumah tangga dan 
berprofesi. Banyak kontribusi yang telah diberikan oleh ‘Aisyiyah terhadap 
perkembangan masyarakat. Melalui Amal Usaha ‘Aisyiyah yang mencakup 
segenap aspek kehidupan seperti Keagamaan, Sosial, Hukum, Pendidikan, 
                                                          
8 Setiati, E, Hitam Putih Poligami: Menlaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah 
Fenomena,(Jakarta: Cisera Publishing, 2007), 23. 
9 Chodjim,A, Benarkah Poligami Dibenarkan Dalam Islam?, dalam Paras: Bacaan Utama Wanita 
Islam, No.41/Tahun IV/Feb2007, 55. 



































Ekonomi, Kesehatan, serta pelayanan dan santunan bagi masyarakat.10 ‘Aisyiyah 
juga merupakan Organisasi Masyarakat yang ikut andil terlibat langsung dalam 
pembinaan keluarga sakinah dan menjadi biro konsultasi keluarga. Dalam hal ini 
‘Aisyiyah menjadi wadah bagi masyarakat umum maupun masyarakat 
Muhammadiyah untuk memahami arti penting perkawinan serta mencari solusi 
ketika menemukan problem dalam sebuah perkawinan, sehingga apa yang mereka 
kemukakan akan sangat berpengaruh di kalangan masyarakat, baik yang bersifat 
lisan maupun tulisan. 
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi 
kemasyarakatan yang resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 
1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaanya meliputi PP No. 
18 tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1986. Dalam 
Organisasi LDII juga ada departemen–`departemen yang salah satunya ada 
Departemen Kesejahteraan Keluarga yang mana di departemen ini di jalankan 
oleh perempuan- perempuan Organisasi Masyarakat LDII. Menurut pandangan 
para ulama LDII, poligami bukan suatu hal yang dilarang oleh agama, karena 
poligami merupakan suatu tindakan yang mengikuti sunnah Rasul. 
Berdasarkan argumentasi di atas tentang masalah poligami dimata 
masyarakat, mengingat keberadaanya masih kontroversi. Hal yang diperhatikan 
dalam penelitian ini fokus terkait dengan pandangan dua organisasi yang diakui 
oleh Indonesia yakni pandangan Pengurus Wilayah (PW) ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah dan Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga (PWKK) LDII 
                                                          
10 Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 
‘Aisyiyah,(Yogyakarta:Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah,t.t) 53 



































Jawa Timur terhadap kebolehan poligami, yang tentunya mempunyai pandangan 
tersendiri. Seperti di atur dalam UU dan KHI tentunya ‘Aisyiyah dan LDII 
memiliki ketentuan dan syarat-syarat tertentu terhadap kebolehan poligami. 
Dalam penelitian ini lebih mengarah pada kebolehan berpoligami beserta syarat-
syarat tertentu dalam sudut pandang PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII di wilayah Jawa Timur. Penulis juga ingin 
menggali lebih dalam bagaimana pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan 
PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami, 
dasar hukum pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan 
Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami, serta persamaan dan 
perbedaan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII 
Jawa Timur terhadap kebolehan poligami. 
 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat di 
identifikasikan masalah sebagai berikut: 
1. Pengertian poligami menurut Islam 
2. Dasar hukum poligami menurut al-Qur’an dan Hadits 
3. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang dan KHI 
4. Dasar Hukum pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami 



































5. Persamaan dan perbedaan pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami 
Dari beberapa identifikasi masalah di atas tersebut, perlu diperjelas 
batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian 
ini, adapun batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu: 
1. Pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga 
LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami 
2. Dasar hukum pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami 
3. Persamaan dan perbedaan pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, 
maka adapun yang menjadi permasalahan penulis disini adalah, sebagai berikut : 
1. Bagaimana pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami? 
2. Bagaimana dasar hukum pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami ? 
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah 
dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan 
poligami ? 





































D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan 
atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.11 
Permasalahan tentang Studi Komparatif pandangan Pengurus Wilayah 
‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
terhadap kebolehan poligami dalam penelitian sebelumnya, hal ini diketahui 
dengan terdapatnya pada skripsi sebelumnya, yaitu: 
1. Skripsi yang berjudul “Pandangan Ibu-Ibu ‘Aisyiyah Di Malang Terhadap 
Poligami“, yang ditulis pada tahun 2007 oleh Anne Louise Dickson dengan 
NIM 07210565 (Universitas Muhammadiyah Malang) Perbedaan antara 
penelitian  ini dengan penelitian Anne Louise Dickson adalah penelitian ini 
diteliti di tempat yang berbeda. penelitian Anne Louise Dickson diteliti di 
Malang, sedangkan penelitian ini diteliti di Jawa Timur. Dari segi persoalan 
berbeda, penelitian Anne Louise Dickson lebih merujuk kepada keterlibatan 
diri sendiri dalam perkawinan poligami dalam pandangan Ibu-Ibu ‘Aisyiyah 
di Malang sedangkan penelitian ini lebih meluas yakni pandangan dalam 
                                                          
11 Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Cet. V, 
(Surabaya Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 9. 



































organisasi Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur  dan lebih mengerucutkan 
terhadap kebolehan poligami.12 
2. Skripsi yang berjudul “Poligami Dalam Pandangan Pimpinan Pusat 
‘Aisyiyah”, yang ditulis pada tahun 2009 oleh Burlian Senjaya dengan NIM 
04350106 (UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta). Perbedaan antara 
penelitian ini dengan Burlian Senjaya adalah penelitian ini mengambil sudut 
pandang Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah sedangkan penelitian ini lebih kepada 
sudut pandang Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur. Penelitian Burlian Senjaya lebih 
condong kepada pandangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah periode 2005-2010 
tentang poligami dalam Islam dan bagaimana landasan pemikiran dalam 
menafsirkan ayat yang berhubungan dengan poligami sedangkan penelitian 
ini lebih fokus kepada kebolehan poligami dalam sudut pandang PW 
‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa 
Timur.13 
3. Skripsi yang berjudul “Pandangan ‘Aisyiyah Tentang Poligami” yang ditulis 
pada tahun 2016 oleh Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 10350063 
(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Penelitian Muhammad Salman Al-Farisi 
lebih kepada pandangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah sedangkan penelitian ini 
mengkomparasikan antara dua organisasi yaitu PW ‘Aisyiyah 
                                                          
12Anne Loise Dickson, “Pandangan Ibu-Ibu ‘Aisyiyah di Malang Terhadap Poligami”,(Skripsi—
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007), 4 
13Burlian Senjaya, “Poligami Dalam Pandangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah”,(Skripsi--UIN Sunan 
Kalijaga,Yogyakarta,2009), 6 



































Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur. Dalam 
segi perbedaan, Penelitian Muhammad Salman Al-Farisi lebih fokus kepada 
penafsiran ayat-ayat poligami perspektif perempuan Berkemajuan dan buku 
pedoman “Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah” sedangakan dalam 
penelitian ini lebih kepada pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan 
PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur dalam kebolehan poligami 
yang mana pandangan ini diambil dari pandangan organisasi beserta dasar 
hukum apa yang digunakan.14 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah, sebagai berikut: 
1. Mengetahui pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami 
2. Mengetahui dasar hukum pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami 
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan PW ‘Aisyiyah 




                                                          
14 Muhammad Salman Al-Farisi, “Pandangan ‘Aisyiyah Tentang Poligami”,(Skripsi--UIN Sunan 
Kalijaga,Yogyakarta,2016) 



































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Adapun 
kegunaan dengan adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
1. Aspek Teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan wawasan, pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi penelitian 
selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga, jurusan Hukum 
Perdata, Fakultas Syariah dan Hukum. 
2. Aspek Praktis yaitu Sebagai landasan hukum dan syarat-syarat yuridis bagi 
penulis serta bagi para pembaca lainnya terkait pandangan PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap 
kebolehan poligami. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan 
diteliti serta menghindari dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam 
memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan 
maksud dari judul tersebut, yakni: 
1. PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah merupakan bagian dari Persyerikatan 
Muhammadiyah, yang kini telah menjadi Organisasi Islam Perempuan tertua 
di Indonesia. ‘Aisyiyah juga merupakan Organisasi Masyarakat yang ikut 



































andil terlibat langsung dalam pembinaan keluarga sakinah dan menjadi biro 
konsultasi keluarga. 
2. PW Kesejahteraan Keluarga LDII adalah kepanjangan dari Pengurus 
Wilayah Kesejahteraan Keluarga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. 
Kesejahteraan Keluarga adalah salah satu Departemen di Ormas LDII yang 
dijalankan oleh perempuan-perempuan Organisasi Masyarakat LDII dari 
pemudi sampai ibu-ibu. LDII merupakan organisasi kemasyarakatan resmi 
dan legal yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1985 tentang 
Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaanya meliputi PP No. 18 tahun 
1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1986. 
3. Kebolehan Poligami adalah diperbolehkannya suami berpoligami sepanjang 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Kebolehan yang dimaksud disini adalah 
bolehnya suami dalam berpoligami, yang mana memiliki syarat-syarat dan 
dasar hukum yang berbeda-beda. 
4. Studi Komparatif adalah penelitian yang membandingkan persamaan dan 
perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti 
berdasarkan kerangka pemikiran dua organisasi yakni pandangan PW 
‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa 
Timur terhadap Kebolehan Poligami 
 
H. Metode Penelitian 
Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan 
pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah 



































suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai 
menyusun laporan.15 Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah 
dijelaskan di atas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, 
adapun data yang digali: 
1. Data yang Dikumpulkan 
Data-data yang dianalisis berupa data kualitatif yang berkaitan dengan 
pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga 
LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami yakni buku-buku ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah mengenai Keluarga Sakinah, perspektif SK dan AD-ART 
Kepengurusan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan 
Keluarga LDII Jawa Timur. 
2. Sumber Data 
Data yang dipakai dalam penelitian ini, yakni Sumber Primer. Sumber 
primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan PW 
‘Aisyiyah Muhammadiyah (Siti Dahlilah Candrawati.Ketua Pengurus 
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Timur dan Rukmini Koordinator Bidang Tabligh 
PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur) PW Kesejahteraan Keluarga 
LDII Jawa Timur (Khomsa Mutiara Murni Sovia Shahid Anggota Pengurus 
Wilayah LDII Jawa Timur dan Emie Santoso Anggota Pengurus Wilayah 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur) terhadap kebolehan poligami. 
 
 
                                                          
15 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1. 



































3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Interview 
 Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan 
oleh pewancara untuk memperoleh informasi dengan terwawancara 
dalam bentuk tanya jawab. Dalam hal ini penulis mengadakan 
wawancara dengan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur mengenai kebolehan 
poligami. 
b. Dokumen 
 Mencari data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-
dokumen tentang poligami, penelusuran data, serta buku-buku lain yang 
dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 
Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa literatur 
seperti halnya di internet, artikel ataupun yang lain. 
c. Telaah Pustaka 
  Teknik library research (kepustakaan), yakni pelengkap dari kedua 
teknis di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap 
permasalahan yang dibahas. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul baik dari data lapangan maupun hasil 
pustaka, maka dapat dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan 
sebagai berikut: 



































a. Editing, yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh 
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan 
keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.16 
b. Organizing, yakni penulisan data yang diatur dan disusun sehingga 
menjadi sebuah kesatuan yang teratur.17 Selanjutnya semua data yang 
telah diperoleh akan disusun secara sistematis untuk dijadikan 
sebagai bahan penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, penulis 
membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara 
objektif.18 
Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian 
dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan mempelajari 
beberapa faktor yang ada dalam hasil wawancara dengan PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
kemudian memilah pandangan-pandangan kedua organisasi ini dan dasar 
hukumnya dengan analisis studi komparatif, yaitu dengan 
membandingkan persamaan dan perbedaan antara kedua objek yang telah 
diteliti berdasarkan sudut pandang atau  kerangka pemikiran tertentu. 
 
                                                          
16 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 118. 
17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (t.tp., t.p., t.t.)803. 
18 Soekidjo Notoatmodjo, Metodologi Penelitian Kesehatan ,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1993), 
135. 



































I. Sistematika Pembahasan 
Demi tersusunnnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk 
dipahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan 
yang tersusun sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan pendahuluan atau metodologi yang meliputi latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 
Bab kedua penyajian data laporan tentang pandangan PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah terhadap kebolehan poligami dan dasar hukumnya. 
Bab ketiga penyajian data laporan tentang pandangan PW Kesejahteraan 
Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami dan dasar hukumnya. 
Bab keempat perbedaan dan persamaan pandangan PW Kesejahteraan 
Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami. 
Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran 
yang nantinya akan menjadi masukan bagi pembaca khususnya bagi instansi atau 
pihak-pihak terkait dalam penulisan penelitian ini. 



































PANDANGAN PW ‘AISYIYAH MUHAMADIYAH JAWA TIMUR 
 




 ‘Aisyiyah adalah organisasi tertua di Indonesia, yang juga 
merupakan bagian dari perserikatan Muhammadiyah. ‘Aisyiyah berdiri 
pada tahun 1335 H/ tahun 1917M kemudian tumbuh dengan cepat sekali. 
Warga ‘Aisyiyah terdiri dari gadis-gadis remaja, di samping juga ibu-ibu 
muda yang sudah berumah tangga dan berprofesi. Banyak kontribusi yang 
telah diberikan oleh ‘Aisyiyah terhadap perkembangan masyarakat. 
Melalui Amal Usaha ‘Aisyiyah yang mencakup segenap aspek kehidupan, 
seperti Keagamaan, Sosial, Hukum, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, 
serta pelayanan dan santunan bagi masyarakat.1  
 Pada tahun 1956, ‘Aisyiyah mengadakan Biro Konsultasi 
Perkawinan yang kemudian berkembang menjadi BP4 (Badan Penasihat 
Perkawinan, Perselisihan Perceraian) dan sekarang menjadi organisasi seni 
resmi dalam Departemen Agama dibawah URAIS (Urusan Agama Islam). 
Dengan makin berkembangnya masalah kesejahteraan, makin berkembang 
pula Bagian Penolong Kesengsaraan Umum yang kemudian menjadi 
                                                          
1 Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah,Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ‘Aisyiyah,(Yogyakarta: 
Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah,t.t) 53 

































Pembina Kesejahteraan umat yang meliputi program Kesejahteraan Sosial 
dan Kesehatan. ‘Aisyiyah merupakan Organisasi Masyarakat yang ikut 
andil terlibat langsung dalam pembinaan keluarga sakinah dan menjadi biro 
konsultasi keluarga. Hal ini ‘Aisyiyah menjadi wadah bagi masyarakat 
umum maupun masyarakat Muhammadiyah untuk memahami arti penting 
perkawinan serta mencari solusi ketika menemukan problem dalam sebuah 
perkawinan, sehingga apa yang mereka kemukakan akan sangat 
berpengaruh di kalangan masyarakat, baik yang bersifat lisan maupun 
tulisan. Menurut biro konsultasi keluarga, salah satu konsep untuk menjadi 
keluarga sakinah adalah keluarga yang monogami karena dengan memiliki 
keluarga monogami dapat meminimalisir konflik batiniah. Keluarga 
sakinah merupakan dambaan setiap insan dalam memasuki bahtera rumah 
tangga. Banyak orang yang mendambakan keluarga sakinah, tetapi belum 
memahami sepenuhnya apa dan bagaimana sebenarnya keluarga sakinah 
itu, sehingga banyak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya.2 
 Jika ada permasalahan batiniah dalam keluarga maka sudah tidak 
dapat disebut keluarga yang sakinah, karena sakinah adalah keluarga yang 
tenang dan damai tidak ada amarah cemburu, iri hati/dengki. Poligami 
adalah ikatan perkawinan suami mengawini lebih dari satu istri dalam 
waktu yang sama. Yang di maksud poligami ini adalah laki-laki bersitri 
lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang karena 
                                                          
2 Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah,Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah,Tuntunan 
Menuju Keluarga Sakinah,(Yogyakarta:Suara Muhammadiyah,2016) 15. 

































jika melebihi dari empat maka ia mengingkari kebaikan yang telah di 
syariatkan oleh Allah SWT dalam kemaslahatan hidup suami istri. 
Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang 
terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Istilah lainnya dari monogami 
adalah monogini. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih 
banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia 
dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian 
dan jauh dari konflik keluarga. 
 Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir 
Islam modern, termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan 
ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami 
yang tertulis dalam al-Qur’an dapat digaris besari bahwa pandangan para 
ulama secara keseluruhan terhadap poligami dapat digolongkan pada tiga 
pendapat dalam sejarah pemikiran Islam. Golongan yang pertama, mereka 
yang memegangi ketidakbolehan atau keberatan menikahi wanita lebih 
dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. Golongan yang kedua adalah 
mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. 
Sedangkan golongan yang ketiga berpendapat bahwa menikahi wanita 
lebih dari empat pun di perbolehkan.3 
 Menurut pandangan ‘Aisyiyah tentang poligami  adalah salah satu 
bentuk sistem perkawinan yang terjadi karena keadaan yang sangat darurat 
                                                          
3 Khoiruddin Nasution.Riba dan Poligami:Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, 
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan ACAdeMIA,1996) 83. 

































untuk diterapkan, akan tetapi diperbolehkan jika itu adalah pilihan yang 
baik secara kebermanfaatanya. Sikap ‘Aisyiyah tentang poligami yaitu, 
poligami diperbolehkan asalkan ada unsur darurat sosial dan 
kebermanfaatannya. Perempuan yang maju secara pola pikir, pendidikan 
dan kemandirian untuk saat ini akan sangat sulit menerima poligami. 
Menurut mereka poligami baru diperbolehkan bila sudah tidak ada jalan 
lain untuk menanggulangi problema keluarga yang muncul. Poligami 
merupakann alternatif terakhir yang bisa ditempuh secara terpaksa, seperti 
dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 pasal 
4 ayat 2 yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, 
istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidka dapat disembuhkan, 
dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.4 
 Berkaitan dengan Surat an-Nisa ayat 3, Rasyid Ridha mengatakan 
sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi5 Bahwa Islam memandang 
poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, 
karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai watak 
cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah 
timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang 
poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik 
dalam kehidupan keluarga baik konflik antara suami dengan istri-istri dan 
anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-
                                                          
4 Rochimah,Muzaiyanah,Nikah Sirri:Dampak Bagi Isteri Dan Anak,(Surabaya:Jauhar,2007) 51. 
5 Masyfuk Zuhdi,Masail Fiqhiyah:Kapita Selekta Hukum Islam,(Jakarta:PT.Gita Karya,1988) 12. 

































anaknya masing-masing karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut 
Islam adalah monogami, sebab dalam monogami akan mudah menetralisasi 
sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga. 
Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah 
peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka 
mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan 
keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.6 
 Menurut ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa 
Timur bahwa dalam ayat tersebut bukanlah mengharuskan untuk 
berpoligami melainkan di perbolehkan, ayat ini hanya untuk siapa yang 
ingin berpoligami sehingga bagi siapa yang ingin berpoligami maka harus 
mengikuti persyaratan-persyaratan yang di ikuti menyangkut hak dan 
kewajiban. Banyak istri tidak merelakan sepenuhnya ketika di poligami 
karena jelas akan terjadi persaingan, cemburu, dan iri hati yang mana hal 
ini secara umum tidak sehat dalam hubungan keluarga karena menyangkut 
dengan perasaan keikhlasan atau kerelaan seorang istri. Poligami bukanlah 
termasuk keluarga yang ideal karena pasti terjadi banyak persaingan, 
banyak istri yang di poligami hanya diam karena takut dan tidak berani 
mengungkapkan perasaan untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya 
secara lugas. Hal ini dapat menyebabkan perceraian dalam keluarga.7 
                                                          
6 Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat,(Jakarta:PRENADA MEDIA,2003) 131. 
7 Siti Dahlilah Candrawati, Ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Timur.Wawancara,Fakultas 
Syariah dan Hukum,tanggal 13 Maret 2018. 

































 Islam menghendaki poligami menjadi keluarga yang harmonis. Bila 
salah satu istri merasa tidak nyaman dengan pernikahan poligami yang 
dijalani ini, maka ia memiliki kebebasan untuk keluar dari pernikahan 
tersebut. Hal ini disebut khulu’. Khulu’ adalah hak untuk menceraikan diri 
dari suaminya. Hal ini Rasulullah SAW bersabda “Sesuatu yang halal 
tetapi paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”. Diriwayatkan dari 
Tsauban r.a, ia berkata Rasulullah bersabda: 
“Wanita mana saja yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan 
maka haram atasnya bau surga.” (Shahih, HR Abu Dawud, At Tirmidzi dan 
Ibnu Majah).8 
 
 Ini menunjukkan di satu sisi bahwa terkadang perceraian itu tidak 
bisa dihindari sehingga jika ada satu pasangan yang memang tidak ada 
kecocokan masih dipaksakan untuk terus, itu akan merugikan semua pihak. 
Maka dibolehkan perceraian tetapi diingatkan bahwa perceraian itu halal 
tapi paling di benci oleh Allah SWT. Sehingga alangkah baiknya perceraian 
ini agar di hindari karena jika perkawinan masih bisa untuk di pertahankan 
maka pertahankan. 
 Dalam syarat-syarat berpoligami ‘Aisyiyah juga mengikuti UU 
Perkawinan No.01 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Keluarga (KHI), 
hanya saja ‘Aisyiyah masih tetap lebih menyarankan untuk tidak 
berpoligami. Penguatan di dalam intra keluarga menjadi penting, ada dalam 
penguatan keagamaan dan penguatan kasih sayang. Bahkan di ‘Aisyiyah 
                                                          
8 http://uswahislam.blogspot.co.id/2010/04/salah-satu-perbuatan-yang-di-benci.html,diakses pada  
22 Maret 2018. 

































memiliki kursus pra nikah, kegiatan ini semacam pelatihan untuk 
menunjang calon istri dan suami agar mengerti dan paham hak dan 
kewajiban seorang istri dan suami yang baik menurut pandangan 
‘Aisyiyah.  
 
B. Dasar Hukum Pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur 
Terhadap Kebolehan Poligami 
  
Yang menjadi dasar hukum yang di pegang oleh ‘Aisyiyah ini 
adalah al-Qur’an, Hadits dan keputusan Majelis Tarjih 
Muhammadiyah: 
1. Al-Qur’an dan Hadits 
‘Aisyiyah adalah Pembina dalam biro keluarga sakinah, 
munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman 
Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa 
tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan 
ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah wa rahmah 
(saling mencintai dan penuh kasih sayang) seperti dijelaskan dalam QS 
Surat Ar-Rum ayat 21: 
  ةََّدَوَم  ْن ُم َنيَْب َلَعَجَو اَهنيَْلِإ اوَُُم نسَتِل اًجاَونزَأ  ْن ُم ِسمفنَأ  ن ِم  ْن ُم َل َقَلَخ  نَأ ِهِتاَيآ ن ِمَو
 َنوُرََُّ َفَتَي  ٍمَْوقِل  تاَيلآ َكِلَذ يِف ََّنِإ  ةَمنحَرَو 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 

































dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar Rum 30:21) 
 
Semakna dengan ayat diatas adalah firman Allah SWT surat al-A’raf ; 
اَهنيَْلِإ َنُم نسَيِْل اَهَجنوَز اَهَنِم َلَعَجَو  ةَدِحاَو  س فَن ن ِم  ْن ُم َقَلَخ يِذََّلا َوُه 
Yang artinya : “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan 
daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang 
kepadanya.” (al-A’raf 7:189) 
 
Ada lima garis besar  hikmah yang bisa diambil dari firman Allah 
SWT surat Ar Rum ayat 21 ini, pertama Allah SWT menciptakan 
pasangan hidup dari golongannya/jenisnya sendiri. Pasangan dari 
golongan sendiri maksudnya ini adalah Allah SWT menciptakan Ibu 
Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam di sebelah kiri yang paling pendek. 
Oleh karena itu sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup 
manusia harusnya laki-laki dan perempuan dari golongan manusia, 
bukan dengan hewan atau dengan golongan jin. Hal ini agar tercipta 
manfaat atau kemaslahatan yang besar pada diri manusia. Kedua, agar 
merasa tenteram  (litaskunu ilaiha) dalam bahtera rumah 
tangga. Sakinah adalah perasaan nyaman, damai, hening, 
cenderung, tentram atau tenang kepada yang dicintainya. Ketiga, agar 
tercipta  mawaddah (Kebersamaan) yang dimaknai sebagai rasa saling 
mencintai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara 
suami-istri. Terwujudnya keluarga sakinah merupakan hasil dari 
berkembangnya mawaddah wa rahmah dalam keluarga.  

































Keluarga sakinah dibentuk berlandasan tauhid, yaitu adanya 
kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan kekeluargaan 
harus berpusat pada Allat SWT. Semua kepemilikkan berasal dari Allah 
SWT dan kembali kepada Allah SWT. Oleh karena itu, semua kegiatan 
harus dilakukan karena Allah SWT. Seperti dijelaskan dalam Firman 
Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 284 : 
 
 ِهَّل ِل ِضنر َأ لا ي ِف ا َم َو ِتا َوا َمَّسلا ي ِف ا َمٍ ۗ ُت نو َأ ْن ُم ِسمفن َأ ي ِف ا َم او ُدنب ُت  ن ِإ َو ُُ ومفنخْ
 ُهَّللا ِه ِب ْن ُم نب ِسا َح ُيٍ ۗ  ُءا َش َي ن َم ُبِّذ َع ُي َو ُءا َش َي ن َم ِل ُر ِفنغ َيْ َفٍ ۗ َو ِّلُم   ٰ َلَ  ُهَّللا
ٌري ِد َق ٍءني َش 
 
“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau 
kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan 
dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa 
yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 
 
Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai “bangunan 
keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat 
di KUA (Kantor Urusan Agama) yang dilandasi rasa saling menyayangi 
dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam 
menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan 
hidup di dunia dan akhirat yang di rdhai oleh Allah SWT.” 
Dalam al-Qur’an yang menjelaskan mengenai poligami yakni ada 
dalam surat an-Nisa ayat 3: 
   ٍ ٍٍ  ٍ ٍ   ٍ  ٍٍٍ ٍٍ  ٍ ٍ  ٍ


































”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 
Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga , atau 
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil , maka ( 
kawinilah ) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim”( QS An-
Nisa [4]:3 ) 
  
Ayat ini selalu dijadikan sebagai landasan dalam kebolehan 
poligami, akan tetapi dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita 
dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran ntuk 
poligami melainkan lebih pada memberikan solusi permasalahan di 
zaman Rasulullah. Dalam ayat ini di tafsirkan dalam Asbabul Nuzul 
QS. An-Nisa ayat 3 bahwa poligami dibolehkan karena zaman tersebut 
manfaatnya sangat cocok sebagai solusi darurat sosial di waktu itu. Hal 
itu tidak cocok melihat konteks sekarang, dimana wanita sudah tidak 
lagi menjadi subordinasi dan saat ini sudah menjadi kesetaraan Gender 
baik secara domestik maupun publik. Keadilan juga dijadikan alasan 
kuat ‘Aisyiyah bahwa poligami masih diragukan dalam membina 
keluarga sakinah.10 Menurut Ketua Umum Pengurus Wilayah 
‘Aisyiyah Jawa Timur mengatakan bahwa konsep keluarga yang 
sakinah salah satunya adalah keluarga yang monogami karena dengan 
                                                          
9 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an & Tafsirnya, Jilid 1 Jakarta: Widya cahaya, 2011. 
10 Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ‘Aisyiyah, 
(Yogyakarta:Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah,t.t) 53 
 

































bermonogami akan meminimalis konflik batin dalam keluarga. 
Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah 
monogami sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi 
sifat/watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan 
keluarga yang monogami. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang 
poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan 
cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, 
sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula 
membahayakan keutuhan keluarga. 
Sehingga poligami ini hanya dapat di perbolehkan bila dalam 
keadaan yang darurat. Seperti diatur dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor.01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
yang menyebutkan syarat-syarat di izinkan berpoligami apabila istri 
ternyata mandul, karena menurut Islam anak adalah salah satu dari tiga 
human investmen yang sangat berguna bagi manusia setelah ia 
meninggal dunia yakni ketika amalnya tidak tertutup berkah dengan 
adanya keturunannya yang saleh dan yang selalu mendoakannya. Maka 
dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul maka suami dapat 
di izinkan untuk berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu 
mencukupi nafkah untuk keluarganya dan ia harus berlaku adil dalam 
pemberian nafkah lahir maupun batin. 
Laki-laki yang diperbolehkan menikah lebih dari satu hanyalah 
orang yang mersa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya 

































nanti. Keyakinan dalam hal itu tidak boleh dicampuri dengan perasaan 
ragu-ragu. Kesimpulannya, bahwa menjauhi perbuatan dzalim adalah 
dasar disyariatkannya hukum perkawinan. Dalam hal ini terkandung 
pengertian yang menunjukkan persyaratan berbuat adil dan wajib 
melaksanakannya, dan berbuat adil memang sulit diwujudkannya, 
sebagaimana diungkapkan oleh firmanNya: 
 ْن ُت نص َر َح نو َل َو ِءا َسِّ لا َننيْ َب اومل ِدنع َت  ن َأ او ُعيْ ِط َت نس َت ن َل َوٍ ۗ يْ ِم َت ا َل َف َّلُم  اومل
 ا َهو ُر َذ َت َف ِلنيْ َم لاِةَقَّلَعُم لاَُ ٍ  ۗ َّن ِإ َف اومقَّت َت َو او ُح ِلنص ُت  ن ِإ َو َنا َُ  َهَّلل ا  ا ًرومف َغ
ا ًميْ ِح َر 
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” ( QS.An-Nisa[4]:129 ) 
  
Berlaku adil ini hanya selagi masih bisa dilakukam oleh 
kemampuan manusia, seperti memberi rumah yang sama, pakaian yang 
sama, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang diluar kemampuan 
manusia seperti kecendurungan hati manusia terhadap seorang istri, 
tidak terhadap istri-istrinya yang lain, bukanlah cakupan pengertian 
berbuat adil. Nabi Muhammad SAW, pada masa tuanya tampak lebih 
cenderung kepada Siti ‘Aisyah dibandingkan kepada istri-istri lainnya. 
Tetapi beliau tidak mengistimewakannya dengan sesuatu yang 

































melebihi yang lain, kecuali berdasarkan kerelaan dan izin mereka.11 
Jika di lihat dalam surat an-Nisa ayat 3 dan ayat 129 ini seolah-
olah bertentangan dalam masalah berlaku adil. Pada ayat 3 surat-an-
Nisa diwajibkan berlaku adil sedangkan dalam surat an-Nisa ayat 129 
menjelaskan bahwa ketidakmungkinan untuk bisa berlaku adil. Pada 
hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang 
dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah, bukan dalam 
masalah cinta kasih dan sayang. Berlaku adil yang tidak akan bisa 
dilakukan dalam ayat 129 ini adalah adil dalam masalah cinta dan kasih 
sayang. Sehingga kedua ayat ini bukanlah bertentangan melainkan 
saling berkesinambungan. 
Ketika membahas surat an-Nisa’/4:129, Zamakhsyari 
mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para 
istri sesuai dengan kemampuan maksimal. Sebab, memaksakan diri 
dalam melakukan sesuatu yang diatas kemampuan kemanusiaan, 
termasuk perbuatan aniaya (dhulm). 
Nabi Muhammad SAW bersabda: “hadza qasami fima amliku 
fala tuakhidzni fima tamliku wa la amliku: ya ‘ni al-mahabbah” yang 
artinya Inilah pembagian yang bisa dilakukan, maka jangan paksakan 
untuk melakukan yang di luar kemampuanku. 
Dalam memahami arti adil di dalam surat an-Nisa ayat 3, 
                                                          
11 Muhammad Tasrif, M.Amin Wahyudi, Iswahyudi, Aksin Wijaya, M.Irfan Riyadi, Zahrul Fata, 
Dialogia:JURNAL STUDI ISLAM DAN SOSIAL,(Ponorogo:Jurusan Ushuluddin STAIN 
Ponorogo,2011) 213-214. 

































menurut Al-Qurthubi(m.671/1272), berkaitan dengan keharusan adil 
dalam hal kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan, dan pembagian 
nafkah. QS.An-Nisa’ ayat 3 tersebut mewaijbkan poligami atau 
menganjurkannya. Seandainya poligami ini dianjurkan pastilah Allah 
SWT menciptakan wanita lebih banyak empat kali dari laki-laki. Ayat 
tersebut membicarakan mengenai kebolehan poligami  dan itupun pintu 
kecil yang harus dilalui oleh orang yang amat membutuhkan dan 
dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan 
tentang poligami dalam pandangan al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau 
dari segi ideal atau baik dan buruknya dalam berpoligami, tetapi harus 
dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang 
mungkin terjadi. Ayat tersebut hanya memberi wadah bagi mereka 
yang menginginkannya, ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu. 
Hal ini yang menjadi Persoalan adalah di zaman sekarang 
sangatlah sulit bahkan tidak ada orang yang dapat berlaku adil kepada 
istri-istrinya. Di zaman sekarang banyak orang berpoligami 
meninggalkan istri mereka dan anak-anaknya. Tetapi istri muda lebih 
mereka mereka cintai di atas segala-galanya. Akibatnya, perhatian dan 
curahan kasih sayang mereka lebih terfokus kepada istri muda. 
Ketidakadilan yang dilakukan oleh suami tidak hanya dalam batiniah 
tetapi pada akhirnya dalam hal materi. 
Poligami bertentangan dengan cinta dan kasih sayang serta 
ketenanga jiwa dalam hidup bersama dengan wanita, sedangkan hal-hal 

































tersebut merupakan tiang-tiang penyangga kebahagiaan hidup berumah 
tangga. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang muslim mengajukan 
diri untuk melakukan poligami, kecuali dalam keadaan darurat dan 
disertai kepercayaan diri untuk bisa berbuat adil, seperti yang 
diperintahkan Allah SWT. Jika persyaratan tersebut tidak ada pada diri 
seseorang yang bermaksud melakukan poligami, maka perbuatannya 
hanyalah perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri, terhadap istri, anak 
dan bangsanya. 
Hubungannya dengan pendapat yang membolehkan nikah 
dengan wanita sampai sembilan istri, sebagaimana yang memahami 
dengan batas penjumlahan dua, tiga dan empat, ditolak Al-Qurthubi 
dengan mencatat kasus yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW 
bahwa, ketika Harist ibn Qais yang mempunyai istri delapan orang, 
masuk Islam ternyata Nabi Muhammad SAW menyuruh memilih 
empat saja dan menceraikan yang sisanya.12 
Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa ayat tersebut tidak 
memuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan 
dipraktekkan oleh syariat agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini 
juga tidak mewajibkan poligami atau, menganjurkannya, melainkan 
hanya sekedar membahas mengenai kebolehan poligami, dan itu saja 
hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan 
                                                          
12 Khoiruddin Nasution,Riba dan Poligami:Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 
Abduh,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan ACAdeMIA,1996) …85. 

































dan dengan syarat yang tidak ringan. 
Qasim Amin membenarkan bahwa ayat tersebut selintas 
mengandung kebolehan poligami, tetapi sekaligus juga ancaman bagi 
yang menjalankan poligami. Pada hakekatnya, suami yang akan 
berpoligami sudah tahu bahwa dirinya tidak akan mampu untuk berbuat 
adil seperti syarat yang ada dalam ayat ini. Sehingga sebelum 
melakukan poligami, dirinya sebetulnya telah diliputi rasa takut. 
Karena itu, kebolehan poligami hanya ditujukan pada orang-orang 
tertentu saja yang yakin dan mampu bahwa dirinya tidak akan 
terperosok dalam perilaku tidak adil dan yang mengerti soal adil 
hanyalah dirinya dan Allah SWT. 
Menarik juga digarisbawahi pandangan Qasim Amin di atas 
bahwa ada faktor lain yang membolehkan seorang laki-laki 
berpoligami, yaitu perasaan dan keyakinan dalam dirinya apakah 
dengan poligami ia akan terjebak dalam dosa atau tidak. Akan tetapi, 
Abduh mengatakan kebolehan berpoligami merupakan sesuatu yang 
sangat sulit mengingat beratnya syarat yang harus di penuhi karena 
beratnya syarat yang ditentukan membawa kepada pemahaman bahwa 
Allah SWT melarang poligami. Poligami memang diharamkan atas 
mereka yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berlaku adil apabila 
menikah lebih dari satu.13 
 
                                                          
13 Siti Musdah Mulia,Islam Menggugat Poligami,( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2004) 99 

































2. Majlis Tarjih Muhammadiyah 
Kata tarjih menurut bahasa berasal dari “Rajjaha”, Rajjaha 
adalah anggota pertimbangan lebih daripada yang lain. Menurut arti, 
beberapa ulama berlainan dalam berikan rumusan tarjih ini. Sebagian 
besar ulama Hanafiyah, Syafi iyyah serta Hanabilah, berikan rumusan 
bahwasannya tarjih adalah perbuatan mujtahid, hingga dalam kitab 
Kasyf-u ‘I Asrar menjelaskan bahwa tarjih adalah usaha yang dilakukan 
oleh mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang 
bertentangan.14 Tarjih adalah sebuah bidang yang juga untuk 
menentukan hukum Islam boleh dan tidak boleh dalam segala hal. 
Tarjih ini adalah kumpulan dari para ahli/para ulama di 
Muhammadiyah. ‘Aisyiyah mengikuti majlis Tarjih Muhammadiyah 
yang keputusannya juga akan sama dengan tabliqh. Tabliqh itu sendiri 
adalah kumpulan ‘Aisyiyah yang kegiatannya penyiaran dan 
pengembangan agama. ‘Aisyiyah adalah organisasi dakwah Islam amar 
makruf nahi munkar dan bertujuan untuk mengerakkan dan menunjung 
tinggi agama Islam dalam rangka ikut serta mewujudkan masyarakat 
utama adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Untuk merealisasikan 
prinsip dan tujuan dakwahnya ‘Aisyiyah memiliki berbagai kegiatan 
dakwah yang dilaksanakan oleh Bagian Tabligh. Metode dakwahnya 
juga sangat banyak yakni dakwah bil Lisan (pengajian, khutbah, 
                                                          
14 http://webmuhammadiyah.blogspot.com/2013/09/tarjih-muhammadiyah-pengertian-dan.html, 
di akses pada 15 Maret 2018 

































ceramah, dan kunjungan rumah), dakwah bil Kalam (buku, bulletin, 
majalah, dan surat kabar), dakwah bil Hal (memberikan latihan 
keterampilan kerja, pemberian pinjaman modal bergilir tanpa  bunga, 
latihan manajemen dan usaha pemasaran serta mencarikan tempat-
tempat pemasaran), dan Dakwah Jamaah (proses penemuan dam 
pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat). 
Menurut Koordinator Bidang Tabligh PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah Jawa Timur hukum berpoligami memang di 
perbolehkan dalam al-Qur’an hanya saja dapat dilaksanakan dalam 
keadaan darurat saja. Jika di sudutkan pada perorangan maka akan ada 
klasifikasi masing-masing dalam hukumnya. Jika istri memang tidak 
bisa memenuhi kewajiban istri seperti memiliki sakit yang 
menyebabkan istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri 
maka boleh hukumnya  suami untuk berpoligami, tetapi jika istri tidak 
ada masalah yang darurat dalam artii baik-baik saja dengan suami maka 
menjadi makruh hukumnya suami untuk berpoligami, dan jika suami 
memang sengaja ingin menyakiti salah satu istrinya maka haram 




                                                          
15 Rukmini,Koordinator Bidang Tabligh PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur,Wawancara, 
tanggal 26 Maret 2018 





































 Adapun syarat-syarat yang kebolehan poligami menurut PW 
‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur , yakni: 
1. Suami harus dapat berlaku adil  
 Suami memiliki kewajiban untuk berlaku adil terhadap istrinya, jika 
ia mempunyai istri lebih dari satu maka suami harus berbuat adil dalam hal 
makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal tidur seranjang. Ia 
tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zhalim karena sesungguhnya 
Allah SWT melarang yang demikian.16 Hal ini memang tidak mudah, Allah 
SWT pun juga telah menjelaskan bahwa berlaku adil itu sulit. Maka itu, 
jika memang suami merasa tidak mampu berlaku adil maka sebaiknya 
hindari poligami. Sebab sikap ketidakadilan bisa memicu datangnya siksa 
dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: 17 
اَُ  ن َمٌلِئاَم ُهُّقِشَو ِةَمايِْق لا َمنوَي َءاَج اَمُهاَدنحِإ َٰلِإ َلاَمَف ِناَتَأَرنما ُهَل نتَن  
“Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada 
salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam 
keadaan pundaknya miring sebelah.” (HR Abu Dawud, At Tirmidzi, 
Ahmad) 
  
 Islam mewajibkan suami untuk bisa bersikap adil dalam hal apapun. 
Tugas seorang suami menjadi lebih berat ketika seseorang memiliki istri 
                                                          
16 Slamet abiding,Aminudin,Maman Abd.Djaliel,Fiqih Munafahat 1,(Bandung: CV PUSTAKA 
SETIA,1999) hal 136. 
17https://almanhaj.or.id/2081-suami-harus-dapat-berlaku-adil-terhadap-isterinya-jika-ia-
mempunyai-isteri-lebih-dari-satu.html, di akses pada 14 Maret 2018 

































lebih dari satu, maka suami harus bisa membagi waktunya secara adil untuk 
seluruh istri-istrinya. Ia harus menjalin hubungan baik dengan seluruh 
keluarga istri-istrinya. Ia juga harus mendidik dan ikut bertanggungjawab 
di hadapan Allah SWT atas perilaku seluruh istri-istrinya. Seorang suami 
tidak boleh menelantarkan salah satu istrinya, memanjakan istri yang lain 
serta bersikap tidak adil kepada istri-istrinya. 
 Bila seorang laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil kepada istri-
istrinya yang memiliki status sosial yang sama, maka Islam 
memerintahkannya untuk menikahi satu saja atau mengambil istri lain 
dengan status sosial yang lebih rendah. Istri dari status sosial lebih rendah 
biasanya akan lebih ridha dengan keterbatasan suaminya.18 
 Hukum yang mengatur perlakuan adil dan perlakuan yang sama pada 
setiap istrinya dari seorang suami terletak pada: 
a. Dia harus menyediakan secara cukup makanan dan kebutuhan lain-lain 
yang bersifat materi dengan layak kepada istri-istrinya 
b. Dia harus memberikan hak-hak pernikahan yang sama kepada setiap 
istri-istrinya 
c. Dia harus memenuhi seluruh tanggung jawabnya kepada semua istrinya 
dan anak-anaknya.19 
 Ketiga syarat di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa suami 
tidak menyakiti hak-hak salah seorang istrinya dalam hal nafkah, rumah, 
                                                          
18 M.Harir Muzakki,Khoirun Ni’am,Ayang Utriza Yakin, Kmaruzzaman,M.Abdun Nasir,Abdul 
Mun’im,Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam,(Ponorogo:STAIN Ponorogo,2015) 468. 
19 Mujtaba Musawi Lari,ISLAM:Spirit Sepanjang Zaman,(Jakarta:al-Huda,2010) 261. 

































dan hak-hak pernikahannya ataupun setiap kebutuhan batiniahnya. Dengan 
menjamin hak-hak ini kepada kaum perempuan, maka Islam menyediakan 
landasan yang di atasnya kasih sayang dan tulus mencintai kebaikan yang 
bisa berkembang, sementara kebutuhan seperti makanan, pakaian, rumah, 
serta kebutuhan-kebutuhan materi lainnya pun diperhatikan secara tepat. 
 Menurut Ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa 
Timur berpendapat bahwa adil tidak bisa diukur secara batiniah. Adil ini 
bukan hanya dalam hal materi dan waktu tetapi adil dalam hal rasa karena 
istri bagaimanapun akan tetap ada rasa cemburu, iri hati/dengki yang mana 
ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan tidak sakinah dalam 
keluarga.20 Tapi walau bagaimanapun, adil tetaplah hal tersulit yang dapat 
dilakukan oleh manusia bahkan Rasulullah SAW masih berusaha untuk 
dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. 
2. Izin dari istri Pertama 
 Menurut Ketua Umum PW ‘Aisyiyah Jawa Timur, izin dari seorang 
istri sangatlah penting karena mengingat syarat-syarat berpoligami dalam 
Undnag-Undang Perkawinan Nomor.01 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) dan (2) 
yang isinya juga sama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5821 
yakni : 
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 
                                                          
20 Ibid Siti Dahlilah Candrawati.Ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah JawaTimur.Wawancara, 
Fakultas Syariah dan Hukum,tanggal 13 Maret 2018. 
21 Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,(Jakarta: CV AKdemika pressindo,2010) 

































b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka. 
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, 
atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat 
penilaian dari Hakim Pengadilan. 
 


































PANDANGAN PW KESEJAHTERAAN KELUARGA LDII 
JAWA TIMUR TERHADAP KEBOLEHAN POLIGAMI 
 




Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah suatu oganisasi 
masyarakat yang bercikal bakal dari Lemkari. Lemkari lahir setelah pemilu 
1971 yang dimenangi oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. Keberhasilan 
Golkar tersebut tak bisa dilepaskan dari sosok K.H. Nurhasan yang membantu 
mengkampanyekan Golkar. Diketahui bahwa menjelang pemilu 1971, partai-
partai Islam mengalami masa-masa sulit karena tekanan dari Orde Baru yang 
ingin menegakan ideologi Pancasila. Disaat gerakkan umat Islam nyaris mati 
suri, tiba-tiba Mudijomo datang dengan ide menghidupkan sosialisme Islam. 
Mudijmo dan para kader PSI lain saat itu meliat umat Islam merupakan 
kelompok terbelakang sehingga tidak mampu berfikir kritis. Ia berfikir bahwa 
sosialisme harus menyentuh masyarakat. Oleh karena mayoritas penduduk 
Indonesia beragama Islam, logikannya aktivis sosialis harus masuk ke dalam 
kelompok Islam. Bersama Sudirman, Mudijomo mengkritisi para santri yang 
hidupnya tradisional dan tidak memiliki kendaraan politik. Pemerintah Orde 
Baru sendiri menekan ormas- ormas Islam untuk tidak mengurusi politik tetapi 
lebih fokus untuk mengurusi agama. Setelah beberapa permasalahan yang 



































terlalui, dengan demikian Lemkari dirubah namanya menjadi LDII dan di 
resmikan pada 20 November 1990. 
LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan organisasi 
kemasyarakatan yang resmi dan legal. LDII ini merupakan organisasi 
masyarakat yang bergerak di bidang Dakwah. Di dalam Organisasi LDII 
memiliki departemen–departemen yang salah satunya ada Departemen Wanita 
dan Kesejahteraan Keluarga. Mengenai masalah poligami, anggota PW 
Kesejahteraan Keluarga LDll Jawa Timur tidak begitu mempermasalahkan 
tentang hal ini. Bahkan mereka mendukung apabila ada salah seorang dari 
mereka ingin melakukan poligami. Karena poligami adalah suatu ajaran dari 
Rasulullah SAW, poligami dengan maksud ingin melindungi dan menjaga 
janda-janda atau wanita dan anak-anak mereka. Mereka beranggapan jika 
melakukan sunnah Rasulullah SAW maka mereka merasa dekat dengan 
Rasulullah SAW.  
Poligami dalam bahasa Indonesia, kata poligami bermakna sama dengan 
permaduan, poligami yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua 
orang istri atau lebih.1 Poligami yakni perkawinan seorang laki-laki dengan 
lebih dari seorang perempuan, sehingga yang dimaksud dalam poligami ini 
adalah ikatan perkawinan sah antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu 
orang perempuan di waktu yang bersamaan.2 Ta adud Az-Zaujaat (poligami) 
                                                          
1 Pius A.Partanto dan M.Dahlan Al-Burry,Kamus Ilmiah Populer,(Surabaya:Kamus Ilmiah 
Populer,1994),329 
2 Titik Triwulan Tutik dan Trianto,Poligami Perspektif Perikatan Nikah,(Jakarta:Prestasi 
Pustaka,2007),13-14 



































adalah perbuatan seorang laki-laki yang memiliki batas berpoligami dua 
sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya. 
Menurut pandangan wakil Koordinator Pengurus Wilayah 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur ini berpendapat bahwa poligami 
bukanlah suatu hal yang dilarang oleh agama, karena poligami merupakan 
suatu tindakan yang mengikuti sunnah Rasul. Mengenai kebolehan poligami 
ini yang menjadi dasar hukumnya yakni kepada al-Qur’an dan Hadist dalam 
surat an-Nisa’ ayat 3. Poligami ini bukanlah di anjurkan melainkan di 
perbolehkan (mubah). Nabi Muhammad SAW bersabda: 
 ْمُتْكَّسَمَت اَم اْوُّلِضَت ْنَل ِنْيَرْمَأ ْمُكْيِف ُتْكَرَت ِهِلْوُسَر َةَّنُس َو ِللها َباَتِك : اَمِهِب  
“Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama 
berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-
Nya.” (Hadits Shahih Lighairihi, H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu 
Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di dalam At 
Ta’zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, hlm. 12-13). 
 
Menurut LDII itu sendiri poligami ini adalah seorang laki-laki yang 
beristri lebih dari satu orang, tetapi di batasi paling banyak adalah empat orang 
karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang di syariatkan 
oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami dan istri. Seperti di jelaskan 
dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3. 
Menurut salah satu Anggota Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga 
LDII Jawa Timur ini juga menambahkan bahwa poligami sendiri termasuk 
dalam konsep keluarga yang sakinah juga. Karena konsep keluarga sakinah 
adalah suatu keluarga yang sama-sama dalam satu keyakinan yang mana 



































memiliki dasar hukum al-Qur’an dan Hadits yang sama selain itu juga sama-
sama mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.3 
Sehingga menurut anggota Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga 
LDII Jawa Timur berpendapat bahwa alangkah baiknya menikah dengan 
organisasi yang sama, karena memiliki ajaran yang sama dan mengaji yang 
sama. Dalam satu keluarga diperlukan adanya rasa saling mengenal satu sama 
lain. Tetapi, jika tidak dengan satu organisasi yang sama boleh saja menikahi 
wanita di luar golongan LDII dengan syarat sama-sama beragama Islam. LDll 
juga tidak memaksakan kepada seorang istri atau suami untuk masuk ke 
golongan mereka, terlebih bagi mereka yang mempunyai lebih dari satu istri. 
LDII sendiri tidak mengharuskan anggotanya untuk menikahi janda, hanya saja 
lebih diutamakan untuk menikahi janda, dan apabila ingin menikahi seorang 
gadis maka tidak apa-apa dengan alasan untuk menolong seorang wanita yang 
yang belum menikah dan juga yang sudah kelewat umur agar tidak melakukan 
hal-hal yang dilarang oleh agama. Apabila satu sama lain sudah mengerti 
tentang sifat masing-masing maka tidak ada pertengkaran yang terjadi dalam 
sebuah rumah tangga, maka akan tercipta sebuah keluarga yang tenang dan 
tentram, sakinnah, mawwaddah, dan warrohmah.  
Apabila memang terjadi pertengkaran dalam keluarga hendaknya 
diselesaikan secara baik-baik, dan bukan dengan latar belakang ego atau tindak 
kekerasan terlebihnya menghindari terjadinya perceraian, karena perceraian 
                                                          
3 Khomsa Mutiara Murni Sovia Sahid, Anggota Pengurus Wilayah LDII Jawa 
Timur.Wawancara.,Surabaya, tanggal 22 November 2017. 



































adalah hal yang di benci oleh Allah SWT. Perlu dicatat bahwa musyawarah 
keluarga tidak mengurangi kedudukan laki-laki bahkan sebaliknya, hal itu bisa 
meningkatkan derajatnya di mata anak-anak mereka, menambah 
kekagumannya, kecintaannya. dan menunjukkannya kepada jalan yang benar.4 
 
B. Dasar Hukum Pandangan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
Terhadap Kebolehan Poligami 
 
 
1. Qur’an dan Hadits 
Dalam berpoligami ini bukanlah wajib dan bukan sunnah pula, 
tetapi oleh Islam di bolehkan (mubah) seperti yang di isyaratkan dalam QS 
an-Nisa [4]:3  
                                   
                5    
”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian 
jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka ( kawinilah ) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat dzalim” 
 
 Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin 
tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah 
perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah 
                                                          
4 Abdul Latif Al-Brigawi, Fiqih Keluarga Muslim, (Jakarta: Amzah,2012) 44 
5 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an & Tafsirnya, Jilid 1 Jakarta: Widya cahaya, 2011. 
 



































sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat 
bahwa siapa yang yakin dapat berlaku adil terhadap anak perempuan yatim, 
maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika 
takut tidak berlaku adil maka haram baginya untuk berpoligami. 
Setiap yang datang dalam Al-Qur’an dan Hadits maka ia adalah 
sunnah Nabi dan itu adalah jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad 
SAW dan para sahabatnya radhiallahu ‘anhum. Tentang hal ini, Rasulullah 
SAW bersabda:6 
يِّنم سيلف تيَّنس نع بغر نَمف 
Artinya: “Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah 
termasuk umatku.” (HR. Bukhari [5063] dan Muslim [1401]) 
 
Rasulullah SAW bertutur :7 
 يِلُخْدا اَهَل َليِق ؛اَهَجْوَز ْتَعاَطَأَو ،اَهَجْرَف ْتَظِفَحَو ،اَهَرْهَش ْتَماَصَو ،اَهَسْمَخ ُةَأْرَمْلا ْتََّلَص اَذِإ 
 َِّيَأ ْنِم َةََّنَجْلا ِتْئِش ِةََّنَجْلا ِباَوْبَأ  
“Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan 
Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya; niscaya akan 
dikatakan padanya: “Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau 
mau” (HR. Ahmad dari Abdurrahman bin ‘Auf radhiyallahu’anhu dan 




                                                          
6 Ummu Ziyad, Muroja’ah:Ustadz Abu Mushlih Ari Wahyudi,www.muslimah.or.id,di akses pada 
29 Desember 2017. 
7 Ustadz Abdullah Zaen, www.Muslim.or.id,di akses pada 21 Desember 2017. 
  
 





































Mendengar ucapan Mu’adz, Rasulullah SAW bersabda : 
 
للا َّقَح  ُةَأْرَمْلا يَِّدَؤُت َلاَو ،اَهِجْوَزِل َدُجْسَت  ْنَأ  َةَأْرَمْلا  ُتْرَمَأَل  دَحَأِل  َدُجْسَي  ْنَأ اًدَحَأ  ُرُمآ  ُتْنُك ْوَل
 ِرْهَظىَلَع َيِهَو اَهَسْفَن اَهَلَأَس ْوَل ىَّتَح،اَهَّلُك اَهْيَلَع اَهِجْوَز َّقَح َيَِّدَؤُت ىَّتَح  ُهَّلُك اَهْيَلَع َّلَجَو َّزَع ِه
 ُهاَّيِإ  ُهْتَطْعَأَل ٍبَتَق 
“Seandainya aku boleh memerintah seseorang untuk sujud kepada orang 
lain (sesama makhluk), niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud 
kepada suaminya. Tidaklah seorang istri dapat menunaikan seluruh hak 
Allah subhanahu wa ta’ala terhadapnya hingga ia menunaikan seluruh hak 
suaminya terhadapnya. Sampai-sampai jika suaminya meminta dirinya 
(mengajaknya bersenggama) sementara ia sedang berada di atas pelana 
(yang dipasang di atas unta), maka ia harus memberikannya (tidak boleh 
menolak).” (HR. Ahmad 4/381. Dinyatakan hasan oleh asy-Syaikh al-
Albani dalam Shahihul Jami’ no. 5295 dan Irwa al-Ghalil no. 1998)8 
 
Maksud dari hadits ini menunjukkan bahwa begitu mulianya 
kedudukan suami, sehingga ketaatan seorang istri kepada suami sangatlah 
di utamakan. Satu dari sekian hak suami terhadap istrinya adalah disyukuri 
akan kebaikan yang diperbuatnya dan tidak dilupakan keutamaannya. Jika 
istri sudah taat dan ta’dzim maka suami akan selalu ingat kepada istrinya, 
tetapi jika sudah qadarnya untuk poligami dan sudah memahami hak-hak 
dan kewajiban masing-maisng maka hubungan di dalam keluarga tersebut 
juga tetapi sakinah mawaddah warahmah. Wakil Koordinator Pengurus 
Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur berpendapat bahwa 
                                                          
8 https://asysyariah.com/kekufuran-istri-berbuah-petaka/ ,di akses pada 29 Desember 2017. 



































jembatan masuk surga adalah ketika istri sudah menjalani kewajiban suami 
dan sudah taat kepada suami maka terbukalah pintu surga untuknya karena 
jika sudah memahami qadarnya maka inilah yang membukakan pintu surga 
untuknya. 
 ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha meriwayatkan, Rasulullah SAW telah 
bersabda :9 
يِلْهَلأ ْمُكُرْيَخ اَنَأَو ِهِلْهَلأ ْمُكُرْيَخ 
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan 
aku orang yang paling baik bagi keluargaku” [HR. At Tirmidzi no: 3895 dan 
Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al 
Albani dalam Ash Shahihah no: 285]. 
 
Hadits di atas adalah hadits yang sangat mulia, sebuah hadits yang 
menunjukkan agar manusia bersikap mulia dan berlaku jujur. Begitu pula 
bagi seorang suami khususnya, karena ia sebagai pemimpin dan 
bertanggung jawab kepada keluarga. Maka menjadi keharusan, agar kita 
mencerna tingkat urgensinya. 
2. Kisah Rasulullah SAW 
Menurut sebagian PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
mengatakan bahwa poligami ini bukanlah sunnah melainkan mubah, yang 
dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 3. Tetapi, sebagian PW Kesejahteraan 
Keluarga LDII Jawa Timur mengatakan bahwa poligami ini dibolehkan 
karena mengikuti Sunnah Rasul. Menurut PW Kesejahteraan Keluarga 
                                                          
9 Syaikh Abdul Malik Ramadhani Hafizhahullah,https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkar-
rahasia-lelaki.html,di akses pada 29 Desember 2017 



































LDII Jawa Timur, poligami adalah suatu ajaran dari Rasulullah SAW, dengan 
maksud ingin melindungi dan menjaga janda-janda atau wanita dan anak-anak 
mereka. Mereka beranggapan jika melakukan sunnah Rasulullah SAW maka 
mereka merasa dekat dengan Rasulullah SAW melalui kisah –kisah sejarah 
Rasulullah SAW seperti Kisah Ummu Salamah dan kisah Aisyah. Masalah 
poligami terdapat satu sisi mendalam bahwa tidak semua laki-laki sama, 
sementara itu seorang wanita juga kadang-kadang merasa lebih puas untuk 
menerima sebagian saja dari kehidupan seorang pria daripada memiliki 
keseluruhan dari kehidupan pria tersebut. Dalam keharmonisan keluarga 
Rasulullah SAW, tidak pernah memaksa istri-istrinya untuk menekan 
naluri kewanitaan yang ada dalam diri mereka. Rasulullah SAW tidak 
pernah menginginkan hilangnya watak murni yang ada dalam diri istri-
istrinya sehingga kemudian tidak memiliki sifat kewanitaan, cemburu, rasa 
rindu, dan hilangnya keinginan untuk diutamakan oleh suami yang mereka 
cintai. Rasulullah SAW juga tidak pernah bertindak keras kepada istri-
istrinya, walau banyak pertengkaran tetapi Rasulullah SAW tetap bisa, 
menyelesaikan masalah pertikaian tersebut dengan sangat sabar dan 
lembut.10 
Kisah Ummu Salamah yang telah kehilangan suaminya yakni Abu 
Salamah yang telah meninggal dunia di medan perang. Ummu Salamah 
menghadapi ujian tersebut dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan 
                                                          
10 Aisyah Abdurrahman Bint asy-Syathi,Istri-Istri Nabi:Fenomena Poligami Di Mata Seorang 
Tokoh Wanita,(Bandung:Pustaka Hidayah,2001) 32-33. 



































dan jiwa yang diisi dengan kesabaran beliau pasrah dengan ketetapan Allah 
SWT dan qadar-Nya. Beliau ingat do’a Rasulullah SAW yang diriwayatkan 
oleh Abu Salamah yakni: 
 اَهْنِم اًرْيَخ ىِل ْفِلْخَأَو ىِتَبيِصُم ىِف ىِنْرُجْأ َّمُهَّللا 
“Ya Allah berilah aku pahala dalam musibah ini dan berilah yang lebih 
baik dari padanya ” 
 
Do’a Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Salamah ini 
adalah do’a untuk menegarkan Ummu Salamah. Ketika telah habis masa 
iddahnya, ada beberapa sahabat-sahabat utama yang bermaksud untuk 
melamar beliau. Inilah kebiasaan kaum muslimin dalam menghormati 
saudaranya, yakni mereka manjaga istrinya apabila mereka terbunuh di 
medan jihad. Akan tetapi Ummu Salamah menolaknya, Rasulullah SAW 
turut memikirkan nasib wanita yang mulia ini seorang wanita mukminah, 
jujur, setia dan sabar. Beliau melihat tidak bijaksana rasanya apabila dia 
dibiarkan menyendiri tanpa seorang pendamping. Pada suatu hari, pada 
saat Ummu Salamah sedang menyamak kulit, Rasulullah SAW datang dan 
meminta izin kepada Ummu Salamah untuk menemuinya. Ummu Salamah 
mengizinkan beliau dan mengambilkan sebuah bantal yang terbuat dari 
kulit dan diisi dengan ijuk sebagai tempat duduk. Maka Nabi Muhammad 
SAW pun duduk dan melamar Ummu Salamah. Tatkala Rasulullah SAW 
selesai berbicara, Ummu Salamah hampir tidak percaya dengan apa yang 
dia dengar. Tiba-tiba beliau ingat hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Salamah, yakni: “Wakhlufli khairan minha” yang artinya “dan gantilah 



































untukku dengan yang lebih baik darinya”, maka hatinya berbisik “Dia lebih 
baik daripada Abu salamah”. 
Hanya saja ketulusan dan keimanannya menjadikan beliau ragu, 
beliau hendak mengungkapkan kekurangan yang ada pada dirinya kepada 
Rasulullah SAW. Dia berkata: ”Marhaban ya Rasulullah, bagaimana 
mungkin aku tidak mengharapkan anda ya Rasulullah, hanya saja saya 
adalah seorang wanita yang pencemburu, maka aku takut jika engkau 
melihat sesuatu yang tidak anda senangi dariku maka Allah akan 
mengadzabku, lagi pula saya adalah seorang wanita yang telah lanjut usia 
dan saya memiliki tanggungan keluarga”. Maka Rasulullah SAW bersabda: 
“Adapun alasanmu bahwa engkau adalah wanita yang telah lanjut usia, 
maka sesungguhnya aku lebih tua darimu dan tiadalah aib manakala 
dikatakan dia telah menikah dengan orang yang lebih tua darinya. 
Mengenai alasanmu bahwa engkau memiliki tanggungan anak-anak yatim, 
maka semua itu menjadi tanggungan Allah SWT dan Rasul-Nya. Adapun 
alasanmu bahwa engkau adalah wanita pencemburu, maka aku akan 
berdo’a kepada Allah SWT agar menghilangkan sifat itu dari dirimu”. 
Maka beliau pasrah dengan Rasulullah SAW. Dia berkata: ”Sungguh Allah 
SWT telah menggantikan bagiku seorang suami yang lebih baik dari Abu 
Salamah, yakni Rasulullah SAW”. 
Maka jadilah Ummu Salamah sebagai Ummul mukminin. Beliau 
hidup dalam rumah tangga nubuwwah yang telah ditakdirkan untuknya dan 
merupakan suatu kedudukan yang beliau harapkan. Beliau menjaga kasih 



































sayang dan kesatuan hati bersama para ummahatul mukminin. Ummu 
Salamah adalah seorang wanita yang cerdas dan matang dalam memahami 
persoalan dengan pemahaman yang baik dan dapat mengambil keputusan 
dengan tepat pula. 
Di kisah istri Rasul yang lain yakni kisah Aisyah yang sedang di 
landa api cemburu. Sebagai seorang wanita, istri nabi pun tidak lepas dari 
sifat cemburu. Ini adalah hal yang wajar dan manusiawi, masalahnya 
dibanding kita semua, cara Rasulullah SAW menyikapi kecemburuan istri 
beliau menunjukkan kesempurnaan dan kebaikan akhlak beliau sebagai 
seorang suami terhadap istrinya. Beliau sangat sabar di saat salah satu 
istrinya tengah cemburu. 
Dalam sebuah hadits, Sahabat Anas bin Malik menceritakan 
“Bahwasanya Rasulullah SAW sedang berada di rumah salah seorang 
istrinya”, lalu Anas berkata “Menurutku adalah Aisyah”. Lalu Salah 
seorang istri beliau yang lain mengirimkan sepiring makanan yang diantar 
oleh utusannya, namun istri yang bersama beliau membuang piring yang 
berada di tangan utusan sehingga pecah terbelah menjadi dua. Lalu beliau 
menyatukan dua pecahan piring tersebut dan meletakkan makanannya di 
atasnya seraya bersabda: “Makanlah oleh kalian! maka para sahabat pun 
memakannya. Sementara beliau tetap memegang piring yang pecah 
tersebut hingga mereka selesai memakan makanannya, lalu diberikan 
kepada Rasulullah SAW sebuah piring yang lain, lalu beliau pun tinggalkan 
yang pecah.” (HR. Ahmad) 



































Rasulullah SAW menyebut perbuatan Aisyah tersebut sebagai 
bentuk cemburu. Lalu beliau berdiri dan menyatukan piring yang terbelah 
menjadi dua tersebut dan meletakkan makanan yang tercecer diatas piring 
tersebut kemudian mengajak para sahabat untuk memakannya. Setelah itu 
Rasulullah SAW mengirim piring milik Aisyah untuk diberikan kepada 
istri beliau yang telah mengirim makanan melalui seorang pembantu tadi 
sebagai ganti atas piringnya yang dipecahkan oleh Aisyah Radliyallohu 
‘anha. 
Lalu selesailah perkara yang demikian ini karena sikap santun dan 
bijaksana yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Hadits diatas 
menunjukkan kebaikan akhlak beliau dalam mensikapi istrinya yang 
sedang cemburu. Beliau tidak marah kepada Aisyah apalagi sampai 
memukulnya. Seandainya bukan Rasulullah SAW, tentu orang yang 
mengalami kejadian seperti cerita diatas akan sangat marah kepada 
istrinya. Ia akan merasa sangat malu dan terinjak-injak harga dirinya 
dihadapan sahabat-sahabatnya. Tidak menutup kemungkinan malah ia 
akan menghajar istrinya dan terjadilah kasus KDRT (Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga). 
Sungguh sangat indah dan damai keluarga Rasulullah SAW walau 
berpoligami. Ada hikmah dalam diizinkannya Nabi Muhammad SAW 
bersitri lebih dari seorang, bahkan melebihi maksimal yang diizinkan bagi 
ummatnya (yang merupakan khushushiyat bagi Nabi Muhammad SAW) 
adalah sebagai berikut: 



































a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri 
Nabi sebanyak sembilang orang itu bisa menjadi sumber 
informasi bagi ummat Islam yang ingin mengetahui ajaran-
ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama 
mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan. 
b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan 
untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi 
dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). 
Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari 
Bani Quraizhah dan Bani Nazhir). 
c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, misalnya perkawinan Nabi 
dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usiannya, 
seperti Saudah binti Zum’ah (suami meninggal setelah kembali dari 
hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab 
binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah 
(suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk 






                                                          
11 Abd.Rahman Ghazaly,Fiqh Munakahat,(Jakarta:PRENADA MEDIA,2003) 137. 



































C. Syarat-syarat Poligami Menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa 
Timur 
Adapun syarat-syarat dalam berpoligami menurut PW Kesejahteraan 
Keluarga LDII Jawa Timur ini menjelaskan bahwa syarat-syarat sama dengan 
apa yang sudah di tulis dalam al-Qur’an dan Hadist, yakni : 
1. Memahami kewajiban dan hak-hak masing-masing 
Dalam tercapainya keluarga yang sakinah mawadah warahmah, 
tentu saja adanya suami dan istri yang memahami kewajiban dan hak-hak 
masing-masing. Berkaitan dengan kebolehan poligami menurut Anggota 
Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur jika 
memahami kewajiban dan hak-hak suami dan istri maka akan meminim 
terjadinya pertengkaran dalam hubungan keluarga yang poligami. 
Mengenai kewajiban suami, seperti dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-
Baqarah ayat 228 : 
… ِفو ُر ْع َم ْلا ِب َّن ِه ْي َل َع ي ِذَّلا ُل ْث ِم َّن ُه َل َو  ۚ  ٌة َج َر َد َّن ِه ْي َل َع ِلا َجِّرل ِل َو  ۚ  
ُهَّللا َو ٌمي ِك َح ٌزي ِز َع 
 
“… Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” 
 
Seorang laki-laki wajib memahami kewajibannya sebagai suami, 
adapun kewajiban seorang suami yakni menafkahi, mengurus dan 
bertanggung jawab dalam segala hal kepada istrinya. Berkaitan dengan 
poligami, seorang laki-laki yang berniat untuk berpoligami maka 
diisyaratkan untuk memiliki kemampuan dalam menafkahi dan mengurus 



































dan mengajarkan kebaikan. Poligami bukanlah perkara yang mudah 
karena bagaimanapun ia akan dipertanggung jawabkan di hari kiamat 
kelak. 
Dalam membahas tugas dan kewajiban seorang istri dijelaskan 
dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34 yakni: 
 
ِم او ُق َف ْن َأ ا َم ِب َو ٍض ْع َب ٰى َل َع ْم ُه َض ْع َب ُهَّللا َلَّض َف ا َم ِب ِءا َسِّنلا ى َل َع َنو ُماَّو َق ُلا َجِّرلا ْن
 ْم ِه ِل ا َو ْم َأ  ۚ  ُهَّلل ا َظ ِف َح ا َم ِب ِب ْي َغ ْل ِل ٌتا َظ ِفا َح ٌتا َت ِنا َق ُتا َح ِلاَّصلا َف  ۚ  ي ِتاَّللا َو
 َّن ُهو ُب ِر ْضا َو ِع ِجا َض َم ْلا ي ِف َّن ُهو ُر ُج ْها َو َّن ُهو ُظ ِع َف َّن ُه َزو ُش ُن َنو ُفا َخ َت  ۚ  ْن ِإ َف
 ا ًلي ِب َس َّن ِه ْي َل َع او ُغ ْب َت ا َل َف ْم ُك َن ْع َط َأ  ۚ ا ًير ِب َك اًّي ِل َع َنا َك َهَّللا َّن ِإ 
 
 
 “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang 
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh 
karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 
(QS.An-Nisa ayat 34). 
 
Maksud dari ayat tersebut bahwa kaum laki-laki lebih berkuasa, 
karena mejadi pemimpin kaum wanita, untuk mengurus dan mengajarkan 
kebaikan kepada wanita. Sebab kaum laki-laki lebih kuat akal pikirannya, 
serta lebih tabah menanggung penderitaan hidup, serta bertanggung jawab 
membiayai hidup wanita serta menjamin keamanan mereka.12 Kewajiban 
                                                          
12 Sei Dt. Tombak Alam,Rumah Tanggaku Surgaku,(Jakarta:PT RINEKA CIPTA,1990) 24. 



































seorang istri adalah menghormati dan bersikap sopan kepada suami, selain 
itu istri juga memiliki kewajiban untuk taat kepada suami. Dengan 
memahami kewajiban istri ini, sehingga akan meminimalisir terjadinya 
pertengkaran dalam keluarga. 
2. Memahami al-Qur’an dan Hadits 
Laki-laki dan perempuan harus paham al-Qur’an dan Hadist, jika 
saling paham al-Qur’an dan Hadist maka akan sakinah mawaddah 
warahmah hubungan keluarganya. Suami yang ingin berpoligami tetapi ia 
faham al-Qur’an dan Hadist maka ia tidak akan lalai dengan tanggung 
jawab dan kewajibannya sehingga dapat memuliakan beberapa istri-
istrinya dan jika istri yang sholehah paham al-Qur’an dan Hadist makan 
ia juga akan paham hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak akan terjadi 
pertengkaran. Selain itu perempuan LDII juga di ajarkan berbicara yang 
halus kepada suami karena sejatinya istri Sholehah adalah yang hormat 
dan ta’dzim kepada suaminya karena dengan taat dan ta’dzim kepada 
suami adalah jembatan bagi istri kepada pintu surga. 
3. Menikah dengan Organisasi yang sama 
Menurut Anggota Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga ini 
berpendapat bahwa menikah lebih baik dengan seseorang yang satu 
organisasi, karena jika sama-sama LDII maka akan lebih mempermudah 
dalam beribadah dan mengaji yang sama dan nilai-nilai yang ditetapkan 
juga sama. 
 



































Poligami atau menikah lebih dari seorang istri atas ketentuan tentang 
poligami ini telah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam al-
Qur’an telah tercantum bahwa secara lebih khusus merujuk kepada keadilan 
yang harus di pertanggung jawabkan kepada istri-istri dan adapun syarat-syarat 
dalam berpoligami di LDII ini yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) dengan UU Perkawinan Indonesia Nomor 01 tahun 1974. Beberapa 
syarat-syarat dalam kebolehan poligami menurut Pengurus Wilayah 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur tidak jauh berbeda, yakni: 
1. Suami dapat Berlaku adil  
Pada Surat An-Nisa ayat 3 ini dijelaskan bahwa syarat utama untuk 
melakukan poligami sebenarnya ditekankan untuk dapat berlaku adil. 
Berlaku adil maksudnya memperlakukan istri dengan sama antara satu 
dengan yang lainnya. Adil yang dimaksud disini adalah adil dalam 
memperlakukan istri-istri yang bersifat lahiriyah yakni seperti pakaian, 
tempat, giliran dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Perkawinan di 
Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 dan 5 dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) pasal 55 yang menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan 
syarat -syarat tertentu yakni pada pasal 55 dinyatakan: 
1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 
sampai empat orang istri. 
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 



































3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin 
dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. 
 
Mengenai prosedur dan tata cara berpoligami dalam UU 
Perkawinan No.1 tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang 
berbunyi: 
 “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang , 
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia 
wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya”. 
Pengadilan juga akan mengabulkan apabila suami diberi izin oleh 
istri seperti dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: 
(2)   Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin 
kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : 
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan 
c.  istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
 
2. Mendapat persetujuan dari istri pertama 
Bagi PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur berpendapat 
bahwa salah satu syarat untuk melakukan poligami yang terpenting yakni 
mendapat izin dari istri pertama. Konsep LDII dalam berpoligami adalah 



































mengikuti apa yang ada dalam al-Qur’an dan Hadits, bukan secara khusus 
karena tidak diwajibkan maupun tidak diharuskan pula tetapi 
diperbolehkan dengan bersyarat. Sehingga menurut salah satu anggota 
Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur ini 
berpendapat bahwa jika suami berniat untuk berpoligami dan sudah 
meminta izin kepada istri maka alangkah baiknya istri untuk mengizinkan 
suami berpoligami asal suami berpoligami dengan niat yang baik bukan 
karena nafsu. Karena jika istri tidak mengizinkan niat baik suami maka 
sama saja tidak mempercayai apa yang sudah ada dalam al-Qur’an dan 
Hadits. 
Adapun syarat-syarat berpoligami menurut UU Perkawinan No.01 
tahun 1974 dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) yang isinya juga sama dalam KHI 
pasal 58 yang berbunyi:13 
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka. 
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 
 
                                                          
13 Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,(Jakarta:AKADEMIKA PRESSINDO, 
2010) 126. 
 



































Persyaratan ini menimbulkan permasalahan baru, pada umumya 
mereka yang berkeinginan menikah lagi dan berupaya agar perkawinannya 
tidak diketahui oleh istri pertama dan anak-anaknya. Hal tersebut untuk 
menjaga ketentraman rumah tangga. Akan tetapi karena desakan nafsu dan 
ghairah yang menggebu, ia ingin menikah dengan wanita pujaanya. Untuk 
menghindari percekcokan dalam rumah tangga, akhirnya sering tejadi 
seorang suami mencari jalan pintas yakni menikah sirri. 
Berbicara mengenai syarat yang harus di penuhi dalam poligami 
disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan 
dalam KHI pasal 58 ayat 1 yang berisi bahwa suami harus mendapatkan 
persetujuan dari istri. Dalam hal ini menurut salah satu anggota Pengurus 
Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur syarat poligami di LDII 
juga harus izin kepada istri terlebih dahulu, akan tetapi jika istri tidak 
mengizinkan maka suami bisa mengajukan negosiasi permohon poligami 
sampai di izinkan. Di masa lalu, jika tidak di izinkan berpoligami maka 
pernikahan itu akan tetap berjalan dengan nikah sirrih tetapi itu hanya 
terjadi di LDII daerah pedesaan saja. Tetapi saat ini, nikah sirih sudah 
jarang terjadi khususnya di perkotaan wilayah Jawa Timur karena menurut 
Wakil Koordinator Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa 
Timur “Jika Perempuan bersedia untuk di nikah sirih maka bodohlah ia, 
karena ia hanya mempunya hak di hadapan Allah tetapi tidak memiliki hak 
secara hukum, tentu saja jika tidak memiliki hak secara hukum maka ia 



































tidak dilindungi secara hukum yang berlaku”.14 Hanya saja masih 
nikah sirih ini terjadi si karenakan istri sah tidak mengizinkan sang suami 
untuk berpoligami, tetapi itu hanya terjadi di daerah-daerah tertentu saja, 
dalam KHI Pasal 56 dijelaskan: 
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin 
dari Pengadilan Agama. 
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 
tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah 
nomor 9 Tahun 1975. 
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat 
tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 
Walau demikian, hal itu diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
pasal 58 ayat (2) yakni “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b  
Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat 
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan 
tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang 
Pengadilan Agama”.  
Maksud dalam syarat berpoligami yang salah satunya adalah mempunyai 
persetujuan dari istri/istri-istri di jelaskan dalam UU Perkawinan No.01 tahun 
1974 pasal 5 ayat (2) yang juga di jelaskan dalam KHI pasal 58 ayat (3) yakni “ 
Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya 
dan tidak dapat mejadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari 
istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab 
                                                          
14 Emie Santoso, Anggota Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa 
Timur,Wawancara,di Surabaya,tanggal 2 Desember 2017. 



































lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”. Jika dalam 
Pengadilan istri tidak menyetujui izin berpoligami maka istri atau suami dapat 
mengajukan banding atau kasasi seperti di atur dalam KHI Pasal 59 yakni berisi “ 
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristri 
lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 
ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin 
setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan 
Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan 
banding atau kasasi”.15 
Adapun jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat-syaratnya 
tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Syarat berpoligami dalam KHI Bab IX 
tentang Beristri Lebih Satu Orang dalam Pasal 55 berisi: 
1. Bersitri lebih dan satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya 
sampai empat orang istri 
2.  Syarat utama bersitri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anaknya 
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, 
suami dilarang beristri lebih dari seorang. 
 
                                                          
15Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ,(Jakarta:Akademika Pressindo,2010), 126-
127. 



































Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’I di dalam kitab Bidayatul 
Mujtahid bahwa tidak boleh seorang suami menikahi wanita lebih dari empat 
wanita dalam waktu yang bersamaan.16 
Adapun syarat-syarat berpoligami juga di jelaskan dalam Pasal 56 yang 
berisi: 
1. Suami yang hendak bersitri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 
Pengadilan Agama, 
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata 
cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 
1975 
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa 
izin istri Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum 
  
 Syarat selanjutnya yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila Istri tidak 
menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit 
yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan seperti 
dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57 .  
 
                                                          
16 Ibnu Rusyd,Bidayatul Al-Mujtahdi,(Beirut:Darul FIKR,tt) Jilid 11, 31. 


































PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PANDANGAN PW ‘AISYIYAH 
MUHAMMADIYAH DAN PW KESEJAHTERAAN KELUARGA 
LDII JAWA TIMUR TERHADAP KEBOLEHAN POLIGAMI 
 
 
A. Kebolehan Poligami Menurut PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
 
 
  Poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu dalam satu kurun 
waktu, maksudnya sistem perkawinan seorang suami memiliki istri lebih dari 
satu orang. Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam 
tanggunganya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya. Poligami 
maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi 
paling banyak adalah empat orang. Menurut hukum Islam poligami hukumnya 
adalah mubah, yaitu tidak dilarang dan tidak dianjurkan, Islam memperbolehkan 
seorang pria beristri lebih dari satu orang yang mana hanya dibatasi maksimal 
empat orang istri. Menurut PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur poligami bukanlah hal yang wajib 
atau pun di haruskan melainkan diperbolehkan (mubah). 
1. Pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur 

































 Menurut PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur poligami  adalah 
salah satu bentuk sistem perkawinan yang terjadi karena keadaan yang 
sangat darurat untuk di terapkan, akan tetapi diperbolehkan jika itu adalah 
pilihan yang baik secara kebermanfaatanya. Sikap PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah Jawa Timur tentang kebolehan poligami yaitu, poligami 
diperbolehkan asalkan ada unsur darurat dan kebermanfaatannya. 
Perempuan yang maju secara pola fikir, pendidikan dan kemandirian untuk 
saat ini akan sangat sulit menerima poligami. Menurut mereka, poligami 
baru diperbolehkan bila sudah tidak ada jalan lain untuk menanggulangi 
problema keluarga yang muncul. Poligami merupakann alternatif terakhir 
yang bisa ditempuh secara terpaksa, seperti dijelaskan dalam Undang-
Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yakni istri tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan 
atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat 
melahirkan keturunan.1  
 Menurut ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa 
Timur dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 3 ini bukanlah mewajibkan 
maupun mengharuskan untuk berpoligami tetapi diperbolehkan, ayat ini 
hanya untuk siapa yang ingin menjalani poligami sehingga bagi siapa yang 
ingin berpoligami harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang di ikuti 
                                                          
1 Rochimah,Muzaiyanah,Nikah Sirri:Dampak Bagi Isteri Dan Anak,(Surabaya:Jauhar,2007) 51. 

































menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri. Banyak istri tidak merelakan 
sepenuhnya ketika di poligami karena jelas akan terjadi persaingan, cemburu, 
dan iri hati yang mana hal ini secara umum tidak sehat dalam hubungan 
keluarga karena menyangkut dengan perasaan keikhlasan atau kerelaan 
seorang istri. 
 Poligami bukanlah termasuk keluarga yang ideal karena pasti terjadi 
banyak persaingan, kebanyakan istri yang di poligami hanya diam karena 
takut dan tidak berani mengungkapkan perasaan untuk mengutarakan 
pendapat-pendapatnya secara lugas. Hal ini dapat menyebabkan perceraian 
dalam keluarga.2 Karena beberapa dampak buruk yang terjadi jika 
berpoligami maka PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat 
bahwa salah satu konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang monogami. 
 
2. Pandangan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
 Menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur poligami 
bukanlah suatu hal yang dilarang oleh agama melainkan di bolehkan, karena 
poligami merupakan suatu tindakan yang mengikuti sunnah Rasul. Poligami 
itu sendiri merupakan bagian dari konsep keluarga sakinah menurut mereka, 
dengan syarat mendapatkan izin dari istri pertama, serta sama-sama satu 
                                                          
2 Siti Dahlilah Candrawati,Ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Timur,Wawancara,di Fakultas 
Syariah dan Hukum,tanggal 13 Maret 2018. 

































keyakinan, dan secara tidak langsung istri pertama telah ridho dan ikhlas 
untuk dipoligami sehingga tidak akan ada lagi yang namanya perselisihan 
dalam keluarga. Menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
poligami adalah seorang laki-laki yang ber,istri lebih dari satu orang, tetapi 
di batasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat 
berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi 
kemaslahatan hidup suami dan istri seperti di jelaskan dalam al-Qur’an surat 
an-Nisa ayat 3. 
 Menurut salah satu Anggota Pengurus Wilayah Kesejahteraan 
Keluarga LDII Jawa Timur ini juga menambahkan bahwa poligami sendiri 
termasuk dalam konsep keluarga yang sakinah juga. Karena konsep keluarga 
sakinah menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur adalah suatu 
keluarga yang sama-sama dalam satu keyakinan yang mana memiliki dasar 
hukum al-Qur’an dan Hadits yang sama selain itu juga sama-sama mengikuti 
Sunnah Rasulullah SAW.3 
 
B. Dasar Hukum Kebolehan Poligami Menurut PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan 
PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
   
  Sejak dahulu sampai sekarang permasalahan mengenai asas pernikahan 
dalam Islam baik itu mengenai poligami maupun monogami, tetap menjadi 
                                                          
3 Sovia Sahih,Anggota Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur,Wawancara,di 
rumah Ibu Sovia Syahi,tanggal 22 November 2017. 

































perdebatan hangat di kalangan para ulama dan masyarakat hingga saat ini. 
Seperti di jelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3 yang menjelaskan 
tentang diperbolehkannya berpoligami. Tetapi impementasinya para ulama 
berbeda pendapat dalam memberikan interpretasi dalam penafsiran ayat 
tersebut. Mayoritas ulama klasik dan pertengahan, menyatakan bahwa poligami 
boleh secara mutlak maksimal hanya empat orang istri. Sementara pemikir 
kontemporer membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan dalam 
situasi serta kondisi yang sangat terbatas bahkan ada yang sampai 
mengharamkannya. 
  Dasar hukum menurut PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga Jawa Timur terhadap kebolehan poligami yakni al-
Qur’an dan Hadits, yang menjadi landasan mengenai kebolehan poligami di 
jelaskan dalam QS Surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi: 
                                    
                               
”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat dzalim” 
 

































  Konteks ayat di atas membolehkan poligami, akan tetapi 
sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan kehidupan anak yatim 
sehingga dapat hidup secara layak, sehingga mengawini ibu dari anak yatim 
bukanlah tujuan utama. Isu krusial dalam al-Qur’an tentang poligami adalah 
keadilan kepada anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya.4 Berbeda di jaman 
sekarang, banyak suami yang berpoligami bukan karena alasan menolong 
melainkan karena nafsu. 
1. Dasar Hukum PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur 
  Dalam pandangan Islam poligami memang diperbolehkan akan tetapi 
harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam, diantaranya harus 
bisa berlaku adil. Menurut Ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat bahwa adil tidak bisa diukur secara 
batiniah. Adil yang dimaksudkan ini bukan hanya adil dalam hal materi dan 
waktu tetapi adil dalam hal rasa karena istri bagaimanapun akan tetap ada rasa 
cemburu, iri hati/dengki yang mana ini dapat mengakibatkan 
ketidakharmonisan dan tidak sakinah dalam keluarga. 
  Salah satu syarat berpoligami yakni dapat berlaku adil, tetapi dalam 
berbuat adil memang sulit diwujudkannya, sebagaimana diungkapkan oleh 
firman-Nya : 
                                                          
4 Muhammad Tasrif,M.Amin Wahyudi,Iswahyudi,Aksin Wijaya,M.Irfan Riyadi,Zahrul 
Fata,Dialogia:Jurnal Studi Islam dan Sosial,(Ponorogo:STAIN Ponorogo,2003) 208. 

































 ْم ُت ْص َر َح ْو َل َو ِءا َسِّنلا َن ْي َب او ُل ِد ْع َت ْن َأ او ُعي ِط َت ْس َت ْن َل َو  ۖ ُك او ُلي ِم َت ا َل َف  ل ْي َم ْلا َّ ل
 ا َهو ُر َذ َت َف ِةَقَّ لَعُمْلاَك   ۖ ا ًمي ِح َر ا ًرو ُف َغ َنا َك َهَّ للا َّ ن إ َف او ُقَّت َت َو او ُح ِل ْص ُت ْن إ َو  
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri 
(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Yang Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (QS.An-Nisa[4]:129 ) 
 
  Dalam surat an-Nisa ayat 129 dijelaskan bahwa tuntutan kemampuan 
berbuat adil terhadap para istri sesuai dengan kemampuan maksimal manusia, 
sebab jika memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya 
termasuk perbuatan yang dzalim. Adil yang dimaksud dalam ayat tersebut 
yakni keadilan dalam hati, oleh karena itu dalam ayat ini Allah SWT 
menyatakan bahwa mustahil jika manusia dapat membagi hatinya secara adil. 
Menurut PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur berlaku adil memanglah 
tidak mudah, Allah SWT pun juga telah menjelaskan bahwa berlaku adil itu 
sulit. Sehingga, jika memang seorang laki-laki khawatir dan merasa tidak 
mampu berlaku adil maka sebaiknya hindari poligami, karena sikap ketidak 
adilan bisa memicu datangnya siksa dari Allah SWT. Seperti Rasulullah SAW 
bersabda: 5 
                                                          
5 https://almanhaj.or.id/2081-suami-harus-dapat-berlaku-adil-terhadap-isterinya-jika-ia-mempunyai-
isteri-lebih-dari-satu.html, di akses pada 14 Maret 2018.  

































 ِةَماَيِقْلا َمْوَي َءاَج اَمُهاَدْح إ ىَل إ َلاَمَف ِناَتَأَرْما ُهَل ْتَناَك ْنَم ٌلِئاَم ُهُّقِشَو . 
“Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu 
dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan 
pundaknya miring sebelah.” (HR Abu Dawud, At Tirmidzi, Ahmad) 
 
  Hadits ini menjelaskan bahwa wajib bagi suami untuk menyamakan 
dan tak boleh lebih memperhatikan pada salah satu istrinya, dalam hal 
pembagian malam dan nafkah. Hal ini bukan berarti harus sama dalam hal 
kecintaan atau hati, kecintaan atau hati tidak bisa seseorang membuatnya 
sama.6 
  Selain al-Qur’an dan Hadits, PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa 
Timur juga mengambil landasan dari Majlis Tarjih Muhammadiyah. Majlis 
Tarjih Muhammadiyah adalah kumpulan ulama/para ahli Muhammadiyah 
yang membahas dan memutuskan boleh dan tidaknya permasalahan terbaru 
dalam perspektif Hukum Islam.  
2. Dasar Hukum PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur  
  Konsep PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur berpendapat 
bahwa dalam berpoligami ialah mengikuti apa yang ada dalam al-Qur’an dan 
al-Hadits, bukan secara khusus, karena tidak diwajibkan atau di haruskan. 
Poligami atau menikah lebih dari satu orang istri atas ketentuan tentang 
poligami telah diperbolehkan dengan bersyarat, di dalam al-Qur’an telah 
                                                          
6 Sumber : https://rumaysho.com/10426-poligami-bisakah-adil.html, di akses pada 14 Maret 2018 

































tercantum bahwa secara lebih khusus merujuk pada keadilan yang harus 
dilakukan dengan istri yang pertama. Serta harus ada kenyataan dari istri 
pertama dan atas harus izin istrinya. 
  Menurut Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
berpendapat bahwa Setiap yang datang dalam Al-Qur’an dan Hadits maka ia 
adalah sunnah Rasulullah SAW dan itu adalah jalan yang dilalui oleh 
Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiallahu ‘anhum. Tentang hal ini, 
Nabi Muhammad SAW bersabda: 
يِّنم سيلف تيَّنس نع بغر نَمف 
Artinya: “Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah termasuk 
umatku.” (HR. Bukhari [5063] dan Muslim [1401]) 
  
  Hadist di atas dapat disimpulkan oleh Pengurus Wilayah Kesejahteraan 
Keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami bahwa siapa yang 
melarang poligami maka sama saja ia tidak mempercayai isi al-Qur’an. Wakil 
Koordinator Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur 
berpendapat bahwa jembatan masuk surga adalah ketika istri sudah menjalani 
kewajiban suami dan sudah taat kepada suami maka terbukalah pintu surga 
untuknya. Karena jika sudah memahami qadarnya maka inilah yang 
membukakan pintu surga untuknya. Dalam kesimpulan ini, syarat berpoligami 
menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur adalah suami dan istri 

































wajib memahami isi al-Qur’an dan Hadist, karena jika memahaminya maka 
suami dan istri juga akan memahami hak dan kewajiban suami dan istri. Hal 
ini akan dapat meminim pertengkaran dalam rumah tangga yang berpoligami. 
  Selain al-Qur’an dan Hadist, mengenai kebolehan poligami PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur juga mengambil landasan dari kisah 
Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa 
Timur mengatakan bahwa poligami ini dibolehkan karena mengikuti Sunnah 
Rasul melalui kisah –kisah sejarah Rasulullah SAW seperti Kisah Ummu 
Salamah dan kisah Aisyah. Dalam masalah poligami terdapat satu sisi 
mendalam bahwa tidak semua laki-laki sama, sementara itu seorang wanita 
juga kadang-kadang merasa lebih puas untuk menerima sebagian saja dari 
kehidupan seorang pria daripada memiliki keseluruhan dari kehidupan pria 
tersebut. Dalam keharmonisan keluarga Rasulullah SAW tidak pernah 
memaksa istri-istrinya untuk menekan naluri kewanitaan yang ada dalam diri 
mereka. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan hilangnya watak murni 
yang ada dalam diri istri-istrinya sehingga kemudian tidak memiliki sifat 
kewanitaan, cemburu, rasa rindu, dan hilangnya keinginan untuk diutamakan 
oleh suami yang mereka cintai. Rasulullah SAW juga tidak pernah bertindak 
keras kepada istri-istrinya, walau banyak pertengkaran tetapi Rasulullah SAW 

































tetap bisa, menyelesaikan masalah pertikaian tersebut dengan sangat sabar dan 
lembut.7 
  
C. Perbedaan dan Persamaan Kebolehan Poligami Serta Dasar Hukum PW 
‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur  
  
 Menurut  Pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur poligami 
adalah salah satu bentuk sistem perkawinan yang terjadi karena keadaan yang 
sangat darurat untuk di terapkan, akan tetapi diperbolehkan jika itu adalah 
pilihan yang baik secara kebermanfaatanya. Menurut ketua Pengurus Wilayah 
‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur bahwa dalam QS. Surat an-Nisa ayat 3 
hanya untuk siapa yang ingin berpoligami sehingga bagi siapa yang ingin 
berpoligami maka harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang di ikuti 
menyangkut hak dan kewajiban seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) dan UU Perkawinan No.01 tahun 1974. Banyak istri tidak merelakan 
sepenuhnya ketika di poligami karena jelas akan terjadi persaingan, cemburu, 
dan iri hati yang mana hal ini secara umum tidak sehat dalam hubungan keluarga 
karena menyangkut dengan perasaan keikhlasan atau kerelaan seorang istri. 
Poligami bukanlah termasuk keluarga yang ideal karena pasti terjadi banyak 
persaingan, banyak istri yang di poligami hanya diam karena takut dan tidak 
                                                          
7 Aisyah Abdurrahman Bint asy-Syathi,Istri-Istri Nabi:Fenomena Poligami Di Mata Seorang Tokoh 
Wanita,(Bandung:Pustaka Hidayah,2001) 32-33. 

































berani mengungkapkan perasaan untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya 
secara lugas. Hal ini dapat menyebabkan perceraian dalam keluarga.8 Menurut 
Ketua Umum Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur 
mengatakan bahwa konsep keluarga yang sakinah salah satunya adalah keluarga 
yang monogami karena dengan bermonogami akan meminimalisir konflik batin 
dalam keluarga. 
 Sedangkan menurut pandangan Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga 
LDII Jawa Timur ini berpendapat bahwa poligami bukanlah suatu hal yang 
dilarang oleh agama, karena poligami merupakan suatu tindakan yang 
diperbolehkan yang mengikuti sunnah Rasul. Menurut salah satu Anggota 
Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur ini juga 
menambahkan bahwa poligami sendiri termasuk dalam konsep keluarga yang 
sakinah juga, karena konsep keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang sama-
sama dalam satu keyakinan yang mana memiliki dasar hukum al-Qur’an dan 
Hadits yang sama selain itu juga sama-sama mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. 
 Kesimpulannya di antara Pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan 
PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur mempunyai persamaan dan 
perbedaan,  yang menjadi titik pembeda di antara Pandangan PW ‘Aisyiyah 
                                                          
8 Ibid,Siti Dahlilah Candrawati,Ketua Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Timur.Wawancara,di  
Surabaya,tanggal 13 Maret 2018. 

































Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terdapat 
pada pandangan terhadap kebolehan poligami dan dasar hukumnya. 
 Kedua organisasai ini memang sama-sama membolehkan berpoligami 
tetapi yang menjadi pembeda PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur 
membolehkan tetapi bersyarat sesuai dengan UU Perkawinan No.01 tahun 1974 
dan KHI, selain itu juga syarat yang paling utama adalah adil baik secara lahiriah 
maupun batiniah. Syarat ini menurut ‘aisyiyah bukanlah hal yang mudah maka 
‘Aisyiyah menyarankan alangkah baiknya untuk tidak berpoligami. Menurut 
‘Aisyiyah salah satu konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang monogami. 
 Sedangkan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur juga 
membolehkan poligami akan tetapi LDII lebih pasrah dan berserah kepada Allah 
SWT. Menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur, poligami sudah 
di atur dalam al-Qur’an dan Hadits sehingga jika kita melarangnya dan 
menolaknya maka sama saja tidak percaya dengan al-Qur’an. Selain itu yang 
menjadi penguat LDII untuk lebih menerima qadarnya juga mengikuti kisah 
Rasulullah SAW dan istri-istrinya. Bersinggungan dengan konsep keluarga 
sakinah, menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur berpoligami 
juga bisa menjadi konsep keluarga yang sakinah.9 
                                                          
9 Emie Santoso,Koordinator Departemen Pengurus Wilayah Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa 
Timur,Wawancara,di Kampus ITS,tanggal 2 Desember 2017. 
 

































 PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa 
Timur ini sama-sama mengambil dasar hukum al-Qur’an dan Hadits, hanya saja 
yang menjadi titik pembedanya adalah PW ‘Aisyiyah Muhamadiyah Jawa Timur 
juga mengambil dasar hukum dari Majlis Tarjih Muhammadiyah. Majlis Tarjih 
Muhammadiyah adalah kumpulan ulama/pakar yang mengkaji dan 
mempertimbangkan mengenai hukum Islam. PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah 
Jawa Timur mengikuti keputusan dari Majlis Tarjih Muhammadiyah yang 
keputusannya juga akan sama dengan tabliqh. Sedangkan PW Kesejahteraan 
Keluarga LDII Jawa Timur selain dasar hukumnya al-Qur’an dan Hadits, mereka 
juga mengambil landasan dari kisah Rasulullah SAW di masa lalu dengan istri-
istrinya. 
 Persamaan dalam syarat-syarat menurut pandangan PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur ini memiliki 
syarat-syarat yang sama terhadap kebolehan poligami. Di antara keduanya sama-
sama mengikuti syarat-sarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan 
Nomor.01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 





































 Berdasarkan uraian pada bab 4 tersebut, maka penulis membuat 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pandangan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga 
LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami yang berbeda-beda. Di antara 
keduanya memang sama-sama membolehkan akan tetapi menurut PW 
‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur ini berpendapat bahwa kebolehan 
poligami hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat darurat, dan harus 
mengikuti syarat-syarat berpoligami terutama adil. Akan tetapi adil bukanlah 
hal mudah dilakukan sehingga PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah lebih 
menyarankan untuk tidak berpoligami. Sedangkan menurut PW’ 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur berpendapat bahwa poligami 
merupakan suatu ajaran dari Rosulullah SAW, Mereka beranggapan jika 
melakukan sunnah Rasulullah SAW maka mereka merasa dekat dengan 
Rasulullah SAW.selain itu poligami di perbolehkan dalam QS an-Nisa ayat 3, 
sehingga jika tidak mengizinkan untuk berpoligami sama saja tidak 
mempercayai al-Qur’an. Konsep keluarga sakinah menurut PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah Jawa Timur adalah keluarga yang monogami, sedangkan 



































menurut PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur, poligami juga bisa 
menjadi konsep keluarga yang sakinah asal suami dan istri memahami al-
Qur’an dan Hadist. 
2. Dasar hukum yang di jadikan landasan PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur yakni al-Qur’an dan Hadist. Kedua 
organisasi ini juga mengikuti aturan dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 
dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi yang menjadi perbedaan, PW ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah memiliki tambahan landasan yakni mengikuti Keputusan 
Majelis Tarjih Muhammadiyah, sedangkan PW Kesejahteraan Keluarga LDII 
mengikuti Sunnah Rasul sesuai dengan kisah Rasulullah SAW dan istri-
istrinya yang . 
3. Dalam syarat-syarat berpoligami PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan PW 
Kesejahteraan Keluarga Jawa Timur sama-sama memiliki syarat yang sama 
yakni suami harus adil dan suami harus mendapatkan izin dari istri pertama. 
Hanya saja PW ‘Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat bahwa 
adil menjadi syarat utama, jika tidak dapat berlaku adil maka lebih baik tidak 
berpoligami. Sedangkan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur  
berpendapat bahwa mendapat izin dari istri adalah syarat utama, karena istri 
yang memahami al-Qur’an dan Hadist pasti mengizinkan suaminya 
berpoligami. 
 




































  Poligami adalah permasalahan yang kontroversial di zaman sekarang. 
Banyak juga terjadinya poligami yang berujung tidak harmonis. Ini sebabnya 
kurangnya pemahaman hak dan kewajiban seorang suami dan istri, syarat-
syarat berpoligami dan memahami al-Qur’an dan Hadist. Untuk itu bagi 
pembaca agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar 
mengenai hakikat poligami yang sebenarnya agar tidak terjadi kekeliruan 
pemahaman yang di syariatkan dalam hukum Islam. 
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